KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR: 13 1 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan
pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa
KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan
KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau
Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
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Mengingat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang
Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomoer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1586);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumbawa Nomor: 130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020,
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

1 Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor: 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X /2019 Perihal
Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang
menjadi syarat penetuan batas minimum persyaratan calon
perseorangan dan penambahan informasi pada formulir
B.1. WKW Perseorangan pada Pemilihan keoala Daerah
serentak tahun 2020.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Nomor: /PK.01-BA/5204/02/KPU-
Kab/X/2019 tanggal 7 Oktober tentang Pedoman Teknis
Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN
2020.
Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada
Lampiran [ dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, sebagai Panduan dalam proses pelaksanaan
Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumbawa Tahun 2020.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumbawa
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMi.

M.WILDAN
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR: 13! /HK.03.1-Kpt/5204/02 /KPU-
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENCALONAN  PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

BAB 1
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sumbawa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan

bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dalam pemilthan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota adalah :

- menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

- menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi

persyaratan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota
menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman
teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan
Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.
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B. MAKSUD DAN TUJUAN
Pedoman Teknis tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumbawa Tahun 2020 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:
1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi
tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Tahun 2020, yang pelaksanaannya berdasarkan asas :

a. mandiri;

=2

. Jujur;

adil;

. kepastian hukum;
tertib;

e o

kepentingan umum;

keterbukaan;

5o M @

. proporsionalitas;

(=1
.

profesionalitas;
akuntabilitas;

k. efisiensi;

| Sy

l. efektivitas; dan
m. aksesibilitas.
2. Pasangan Calon dalam memenuhi segala persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

Persyaratan calon dan pencalonan;

Penyerahan dan penelitian dukungan pasangan calon perseorangan;
Pendaftaran pasangan calon;

Penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
Penetapan dan pengumuman pasangan calon;

Penggantian calon;

Larangan dan sanksi;

Tanggapan masyarakat;

2 REEBRERRRE

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara;
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D. PENGERTIAN UMUM

1)

2)

3)

4)

6)

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan :

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 yang
selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di wilayah Kabupaten Sumbawa untuk memilih Bupati dan
Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut
Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling
akhir.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan
tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang
selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya
disebut KPU Kabupaten Sumbawa, adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
penyelenggara  pemilihan umum yang diberikan tugas
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK,
adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Tahun 2020 di tingkat kecamatan.
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8)

9)

10)

11)

12)

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa untuk
menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Tahun 2020 di tingkat Desa/kelurahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut
Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tengara Barat
yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi NTB, adalah lembaga
penyelenggara Pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi NTB
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur NTB berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten Sumbawa, adalah
Pengawas pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas
mengawasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
Pemilihan.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut
Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu
Kabupaten Sumbawa yang Dbertugas untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa
Tahun 2020 di wilayah kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL,

adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

_8-

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumbawa Tahun 2020 di wilayah Desa / kelurahan.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk
oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan
negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai
Politik Nasional peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, yang secara
bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan
Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan
lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.

Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah
Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para
Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau
kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran
Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang
bersangkutan.

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 bersama-sama
dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon
Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Sumbawa.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun
2020 yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga
Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau
mendaftar kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk mengikuti
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

yang selanjutnya disebut pasangan calon, adalah Pasangan Calon
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20)

21)

22)

23)

yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta
Pemilihan.

Petahana adalah Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang sedang
menjabat.

Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani
pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan
administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan
hak asasi manusia.

Hari adalah hari kalender.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

PERSYARATAN CALON

i

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil
Bupati Sumbawa Tahun 2020 dengan memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a. Dbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17
Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat;

d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak
penetapan Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan
narkotika  berdasarkan  hasil pemeriksaan  kesehatan
menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli
psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

f.  tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana
karena kealpaan ringan (culva levis), terpidana karena alasan
politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik

bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di
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dalam penjara;

bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara

meliputi :

1. terpidana karena kealpaan ringan (culva levis)

2. terpidana karena alasan Politik

3. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara
wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana
tidak di dalam penjara.

bagi Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa

pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan

bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi

Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya

paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan

terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

jawabnya yang merugikan keuangan negara;

tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak

pribadi;

belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur,

Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama

untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon

Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau

Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan :

1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung

berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama,

yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh
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dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 % (dua

setengah) tahun, dan sebaliknya;

2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1),
adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil
Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan
Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan
Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;

3) 2 (dua} kali masa jabatan dalam jabatan yang sama,
meliputi :

a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang
sama;

b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak
berturut-turut; atau

¢) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang
sama atau di daerah yang berbeda;

4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 % (dua
setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan
akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau
Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
yang bersangkutan; dan

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai
dengan angka 4), berlaku untuk :

a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan
yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten /Kota; atau

b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati
dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
karena perubahan nama, Provinsi atau
Kabupaten/Kota.

q. belum pernah menjabat sebagai :

1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon

Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di

daerah yang sama;
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2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati,
calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang
sama; atau

3) Bupati atau Walikota bagi calon Wakil Bupati atau calon
Wakil Walikota di daerah yang sama.

r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi
Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota daerah
lain yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan
negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati
yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati ;

t. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati
atau Penjabat Walikota;

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon Bupati
atau Wakil Bupati Sumbawa tahun 2020;

v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil
Bupati Sumbawa tahun 2020;

w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali
sejak ditetapkan sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati
Sumbawa tahun 2020; atau

x. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang

disabilitas.
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B. PERSYARATAN PENCALONAN
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Penetapan Persyaratan Pencalonan

1.

a.

1)

3)

5)

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan persyaratan

pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa

sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1), yaitu

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari

jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sumbawa atau 25% (dua puluh lima persen) dari

akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

Tahun 2019.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan

ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh limé
persen} dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana
dimaksud pada angka 2), ketentuan tersebut hanya

berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa

pada Pemilu tahun 2019,

KPU Kabupaten Sumbawa menghitung syarat pencalonan

sebagaimana dimaksud pada angka 2), dengan rumus :

a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa hasil Pemilu
tahun 2019 x 20% (dua puluh persen); dan

b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil
Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa tahun 2019 x 25% (dua puluh
lima persen);

¢) dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b menghasilkan angka
pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sebagaimana pada

angka 1), didasarkan pada :
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a} Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang
penetapan perolehan Lkursi hasil Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa tahun 2019; atau

b) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa tentang
penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumbawa tahun 2019.

Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa

sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada

a)] Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumbawa;

b) Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Sumbawa;
dan

¢) Panwaslu Kabupaten Sumbawa.

Tata Cara Pengusulan Bakal Pasangan Calon

1)

2)

3)

4)

S)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat

mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon;

Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain
untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal
Pasangan Calon;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan
kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk
didaftarkan mengikuti Pemilihan;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah
mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU
Kabupaten Sumbawa, tidak dapat menarik dukungannya
sejak pendaftaran;

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon
dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan,
Partai Politik atau Gabungan Partai Politkk tersebut
dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang
bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon
atau Bakal Pasangan Calon pengganti;
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Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan
pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten
Sumbawa, tidak dapat mengundurkan diri sejak
pendaftaran;

Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka
6) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal
calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya
dinyatakan gugur;

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 2),
ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai
Politik;

Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3),
ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-
masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan

Pasangan Calon.

2. Perseorangan

a. Penetapan Persyaratan Pencalonan

1)

2)

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan persyaratan
pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya
bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU
Kabupaten Sumbawa.

Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sebagaimana
dimaksud pada angka 1), didasarkan pada jumlah pemilih
yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum
Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi,DPRD Kab/Kota Tahun
2019.

b. Persyaratan Pencalonan

1)

Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi
calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1), adalah jumlah penduduk yang
termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum
atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (Dua Ratus
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Lima Puluh Ribu) sampai dengan 500.000(Lima Ratus
Ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (Delapan
koma Lima persen);

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019
Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud pada angka
1 berjumlah 330.637 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam
Ratus Tiga Puluh Tujuh) Pemilih.,

Jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon
perseorangan di Kabupaten Sumbawa sebagaimana
dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditentukan dengan
cara jumlah DPT 330.637 x 8,5% = 28.105 dukungan,
Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)
jumlah kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa sebagaimana
yang dimaksud pada angka 4 sebanyak 24 Kecamatan.
Jumlah sebaran dukungan Sebagaimana dimaksud angka

4 dan angka 5 minimal di 13 Kecamatan.

Tata Cara Pemberian Dukungan

1.

Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya

diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 yaitu penduduk yang tercantum
dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu Tahun 2019
dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan
(DP4).

. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih

tetap pada Pemilu Tahun 2019 dan/atau daftar penduduk
potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
angka 2, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan
sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili
di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan
oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang
menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di
wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan
Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun.
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BAB 111
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pengumuman Jadwal Penyerahan Dukungan

a.

KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan jadwal penyerahan
dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum
masa penyerahan dokumen dukungan.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan

sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui media

massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman
dan/atau laman KPU Kabupaten Sumbawa.

Pengumuman  jadwal penyerahan dokumen dukungan

sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan selama 14

(empat belas) hari terhitung mulai tanggal 25 November sampai

dengan 8 Desember 2019.

Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan

sebagaimana dimaksud pada huruf a mencantumkan :

1) Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa mengenai ketentuan
persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon
perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud
pada BAB 1I huruf B angka 2;

2) tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan kepada KPU Kabupaten Sumbawa; dan

3) waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon
perseorangan selama 11 Desember 2019 sampai dengan 5
Maret 2020.

2. Kewajiban Pasangan Calon

a.

Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen
dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan
sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf B angka 2;

Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor:

130 /HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman
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Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.
Penyerahan dokumen sebagaiman yang di maksud huruf b
dilakukan dengan jadwal sebagi berikut:

1.

Hari pertama sampai dengan Hari ke 4 penyerahan dokumen
dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 Waktu

setempat.

. Hari keLima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan

sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a

berupa :

1)

2)

surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung
yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau dilampiri surat keterangan yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa yang menerangkan bahwa penduduk tersebut
berdomisili di wilayah administratif Kabupaten Sumbawa
paling singkat 1 (satu) tahun; dan

rekapitulasi jumlah dukungan.

Surat pernyataan dukungan menggunakan :

1)

3)

4)

5)

Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf d dibuat dengan menggunakan formulir Model B.1-
KWK Perseorangan, yang dapat disusun dan dikelompokan
berdasarkan wilayah Desa/kelurahan;

Surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi dukungan
sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dalam bentuk :
a. softcopy; dan

b.  hardcopy.

Softcopy sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a)
merupakan dokumen dukungan yang disusun menggunakan
format yang telah disediakan dan diunggah pada Sistem
Informasi Pencalonan.

Data dan jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy
sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a harus sesuai
dengan data dan jumlah dukungan yang tercantum dalam
hardcopy sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b.
Data sebagaimana dimaksud pada angka 4) meliputi
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kesesuaian :

a. urutan pendukung; dan

b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor
Induk Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rukun
Tetangga/Rukun Warga, tempat lahir, tanggal lahir,
pekerjaan, dan status perkawinan.

Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d

dikelorripokkan berdasarkan kelompok wilayah kelurahan.

Surat Keterangan  yang  diterbitkan oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilarang

dikeluarkan secara kolektif.

Bakal Pasangan Calon perseorangan menyusun rekapitulasi

jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf d

angka 2) dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK

Perseorangan untuk setiap kelurahan dan kecamatan untuk

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Bakal Pasangan Calon persecrangan menyerahkan surat

pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan

sebagaimana dimaksud pada huruf d;

Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dalam 3 (tiga)

rangkap, yaitu 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua} rangkap

salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Sumbawa,

dengan peruntukan sebagai berikut : |

a) 1 (satu) dokumen asli digunakan KPU Kabupaten
Sumbawa melakukan verifikasi terhadap jumlah
minimal dukupgan Bakal Pasangan Calon, dan
selanjutnya diserahkan kepada PPS melalui PPK untuk
dilakukan verifikasi faktual;

b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPU Kabupaten
Sumbawa; dan

c) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip Bakal Pasangan
Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten

Sumbawa dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
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PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
Jenis Verifikasi Dokumen Dukungan
Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon

Perseorangan, terdiri atas :

L

a.
b.

C.

verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;

verifikasi administrasi; dan
verifikasi faktual.

Tahap Verifikasi Dokumen Dukungan

a.

Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya

1)

2)

3)

4)

KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi terhadap
jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan dan persebarannya dengan cara :

a) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan
persebaran yang terdapat dalam dokumen asli
hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

b} melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan
persebaran yang terdapat dalam softcopy formulir
Model B.1-KWK Perseorangan.

Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada

angka 1) huruf a) dan huruf b) telah memenuhi jumlah
minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten

Sumbawa menerima dokumen, menyusun berita acara,

tanda terima, dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal

Calon Pasangan perseorangan yang memenuhi syarat untuk

dilakukan verifikasi administrasi.

dalam hal surat pernyataan dukungan tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 4

diatas, bakal pasangan calon perseorangan wajib

memperbaiki data soficopy dukungan dengan difasilitasi
olech KPU Kabupaten Sumbawa sebelum dilakukan
penelitian dugaan dukungan ganda.

Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang

tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada

angka 1) huruf a) dan huruf b) tidak memenuhi jumlah

minimal dukungan dan persebaran, dan/atau tidak
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memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 2 huruf e angka 9), angka 10) dan angka 11), KPU
Kabupaten Sumbawa menyusun berita acara dan
mengembalikan dokumen dukungan kepada Bakal
Pasangan Calon perseorangan untuk diperbaiki dalam masa
penyerahan dokumen dukungan.

Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dokumen
dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi jumlah
minimal dukungan dan persebaran, dan/atau ketentuan
penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 2 huruf e angka 9}, angka 10) dan angka 11), KPU
Kabupaten Sumbawa menerbitkan keputusan penetapan
Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk
petugas untuk mendampingi proses verifikasi dukungan

sebagaimana dimaksud pada angka 1).

Verifikasi Administrasi

1)

2)

Setelah melalukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi
administrasi.

Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka

1) dilakukan dengan cara :

a) mencocokkan kesesuaian, nama, Nomor Induk
Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rt/RW, tempat
lahir, tanggal lahir, pekerjaan dan status perkawinan
pendukung pada formulir Model B.1-KWK
Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sumbawa,;

b) verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1- KWK
Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa
dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan
(DP4);

c) KPU Kabupaten Sumbawa menyusun hasil verifikasi
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sebagaimana dimaksud pada huruf b) dalam Berita
Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;

d) verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan
Daerah Pemilihan;

e) verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan,;

f) verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan
wilayah administrasi PPS;

g) verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan
pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status
perkawinan; dan

h) verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap
Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

Dalam hal data nama, Nomor Induk Kependudukan, jenis

kelamin, alamat, RT/RW, tempat lahir, tanggal lahir,

pekerjaan dan status perkawinan pendukung pada formulir

Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata

dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau

surat  keterangan yang  diterbitkan oleh  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf a), dukungan

tersebut dicoret dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

Dalam hal fotokopi identitas kependudukan sebagaimana

dimaksud pada angka 2) huruf a) telah habis masa

berlakunya, tetap dinyatakan memenuhi  syarat
administrasi dan ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan Daerah

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf d),

dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi

syarat. g

Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan

tidak dilengkapi dengan fotokopi identitas kependudukan

sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf e) dukungan
tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah

administrasi PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2)

huruf f), dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak

memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal
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Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan
memindahkan  dukungan tersebut sesuai dengan
kelurahan.
Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan
sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf g) dinyatakan
tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan
tidak memenuhi syarat.,
Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan
terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan,
Kepala Desa dan Perangkat Desa, dukungan tersebut
ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan
statusnya, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
KPU Kabupaten Sumbawa menyusun hasil verifikasi
administrasi dalam Berita Acara Model BA.2-KWK
Perseorangan.
Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana
dimaksud pada angka 10), dibuat dalam 3 {tiga) rangkap
asli yaitu :
a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
b) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu
Kabupaten Sumbawa; dan
c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten
Sumbawa.
Dalam hal formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah
sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebagaimana
dimaksud pada angka 2) huruf a}, tetapi tidak sesuai atau
tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 di Kabupaten Sumbawa dan/atau Daftar
Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebagaimana
dimaksud pada angka 2) huruf b), KPU Kabupaten
Sumbawa berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk menelit

kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap
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13)

14)

15)

16)

17)

o D

daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana

dimaksud pada angka 12) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa menyatakan bahwa :

a) data kependudukan pendukung benar, maka
dukungan dinyatakan memenuhi syarat;

b) data kependudukan pendukung tidak benar, maka
dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak
memenuhi syarat;

c) tidak dapat menyatakan kebenaran atas data
kependudukan pendukung, maka dukungan
dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak
menggugurkan dukungan.

Dalam hal jumlah dukungan dinyatakan belum memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud pada angka 13) huruf cj,

ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 12)

dan angka 13) dituangkan dalam Berita Acara Model

BA.3.1-KWK Perseorangan.

Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana

dimaksud pada angka 2) huruf c), dibuat dalam 5 (lima)

rangkap asli yaitu :

a) 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;

b} 1 (satu) rangkap untuk PPK;

c) 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan
dilampiri Berita Acara Model BA.3.1-KWK Perseorangan,;

d) 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Panwaslu
Kabupaten Sumbawa; dan

e) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa.

Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf h) terjadi

apabila :

a) 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu)
kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon
perseorangan,;

b) dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada huruf a),

meliputi :

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)
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1) kesamaan terhadap nama, Nomor Induk
Kependudukan, jenis kelamin, alamat, Rt/RW,
tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan dan status
perkawinan; atau

2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan;
atau

c) 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari
1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana
dimaksud pada angka 17) huruf b) angka 1, dukungan
hanya dihitung 1 (satu).
Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana
dimaksud pada angka 17) huruf b) angka 2 dan angka 17)
huruf ¢), ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
KPU Kabupaten Sumbawa menyusun hasil verifikasi
dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK
Perseorangan.
KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan salinan asli
berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
angka 20) kepada :
a) Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
b) PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi
dukungan ganda.
KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan dokumen
dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil
verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali
dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Sumbawa
menyampaikan dokumen = dukungan  kepada  PPS
sebagaimana dimaksud pada angka 22.
Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik
dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada anggka
23, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

Verifikasi Faktual

1)

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 2), PPS melakukan verifikasi
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
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faktual.

Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada
angka 1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran
dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.
Dalam  pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat
mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga
(RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi
setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan
kebenaran nama, alamat pendukung dan dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon.

Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran
dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan
sah dan memenuhi syarat.

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara
Model BA.5-KWK Perseorangan, dan namanya dicoret dari
daftar dukungan.

Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan
dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia
mengisi lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK
Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

Dalam berdasarkan kesaksian Panwascam/PPL yang
dinyatakan secara tertulis bahwa pendukungan sebagaiman
dimaksud angka 7, tidak memberi dukungannya, dukungan
tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal terdapat pendukung vang tidak dapat ditemui
atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan,
PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

Dalam hal terdapat bukti fotokopi indentitas vyang
meragukan, PPS dapat meminta pendukung untuk
menunjukan identitas kependudukan yang asli.

Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan
kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS
menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya

terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan pendukung
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

27 -

membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal
Pasangan Calon yang didukung, dan mencoret nama
pendukung dalam daftar nama pendukung dari Bakal
Pasangan Calon yang tidak didukung.

Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol
pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tetapi
pendukungan yang bersangkutan menyatakan kebenaran
dukungannya, dukungan dinyatakan sah dan diwajibkan
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom
tanda tangan atau cap jempol.

Dalam hal tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol
pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan
dan pendukung yang bersangkutan menyatakan tidak
mendukung serta mengisi Lampiran Berita Acara Model
BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak
memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan
kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu)
Pasangan Calon Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak
memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak
benar mendukung lebih dari 1 (satu} Pasangan Calon
perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita
Acara Model BA.5-KWK  Perseorangan, dukungan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar
dukungan.

Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat
karena hal-hal selain kondisi sebagaimana dimaksud pada
angka 6, angka 11, angka 13, angka 14, dan angka 15, PPS
dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan
setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwascam.

PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib
mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana
dimaksud pada angka 9), PPS melakukan verifikasi faktual
dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk
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29)

23)

24)

-98 -

menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
Desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling
lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui,
guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat
menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud
pada angka 18), PPS hanya melakukan verifikasi faktual
terhadap pendukung yang hadir.

Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi
kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna
membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas
akhir verifikasi faktual.

Dalam hal pendukung tidak hadir sampai pada batas waktu
yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 20),
dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan
dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung
tersebut dicoret dari daftar dukungan.

Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat
menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada
angka 19) karena pendukung sedang sakit atau berada di
lnar wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa, Bakal
Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan
Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual
dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi
sebagaimana dimaksud pada angka 22) dapat dilakukan
sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung
Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat
keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa
pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di
luar wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.,

Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud
pada angka 22) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah
dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim
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29)
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penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan
dilakukan secara online dan seketika freal time}] dengan
menggunakan  panggilan video (video calll yang
memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap
muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana
dalam verifikasi faktual secara offline.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka

23) dan angka 24) tidak dilaksanakan, dukungan

pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Dalam  hal verifikasi faktual dilakukan dengan

memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud

pada angka 22), terdapat keraguan terhadap pendukung,

KPU Kabupaten Sumbawa melalui PPS dan difasilitasi oleh

KPU Kabupaten Sumbawa dapat melakukan verifikasi

kembali terhadap :

a) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat
kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat
verifikasi faktual dengan video call dilakukan; atau

b} Keabsahan surat keterangan kepada instansi yang
berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan
pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana
dimaksud pada angka 22)

PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana

dimaksud pada angka 4) sampai dengan angka 26) ke

dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud

pada angka 27} dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu :

a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b} 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua
dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sumbawa
melalui PPK,

d) 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

e} 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi

dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling
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32)

33)

34)

35)

36)

37)

o 0=

lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS
sebagaimana dimaksud pada angka 28) huruf b).

Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 29)
dihadiri oleh :

a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b) Panwas Kecamatan; dan

o) . =

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas
Kecamatan dapat mengajukan  keberatan dengan
menunjukkan bukti pendukung.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka
31) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan
mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK
Perseorangan.

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka
31) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal
Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat
menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung
mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK
Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud
pada angka 29) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-
KWK Perseorangan.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
angka 34), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b) 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sumbawa;

c) 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan

d) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

KPU Kabupaten Sumbawa melaksanakan rapat pleno
terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil
rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya
paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara
dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 35) huruf b).
Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 36)
dihadiri oleh :

a) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
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40)

41)

42)

b) Panwaslu Kabupaten Sumbawa; dan

¢) PPK

Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Panwaslu

Kabupaten Sumbawa dapat mengajukan keberatan dengan

menunjukkan bukti pendukung,

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka

38} dapat diterima, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan

pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara

Model BA.7-KWK Perseorangan;

Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka

38) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal

Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat

menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi

Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud

pada angka 36) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-

KWK Perseorangan.

Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada

angka 41), dibuat dalam rangkap 3 (tiga}, yaitu :

a) 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;

b) 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Sumbawa;
dan

c) 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Sumbawa.

Pengunduran Diri Bakal Pasangan Calon pada Masa Verifikasi
Faktual

1.

Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal
calon perseorangan yang mengundurkan diri pada masa
verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan
rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi
memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.
Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal
calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada angka 1), tidak dapat diusulkan sebagai
Pasangan Calon atau calon oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.

Calon perseorangan yang berhalangan tetap pada masa
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verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi
jumlah dukungan, dapat diganti dengan calon pengganti
paling lama 5 (lima) hari sejak calon tersebut berhalangan
tetap.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3)
meliputi keadaan :

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada masyarakat.
Penglimuman sebagaimana dimaksud pada angka J5)
dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian
calon berakhir.

Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik
dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum
penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi persyaratan
pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen calon
pengganti diterima.

Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah mengikuti
proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada
huruf b angka 1), Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak
dapat diajukan sebagai calon dan/fatau Bakal Pasangan
Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN
1. Pra Pengumuman

a. KPU RI berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan
salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan
Calon.

b. Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a menyampaikan
salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan
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permintaan KPU.

KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik

tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan

sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan

keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi

dan/atau daerah kabupaten/kota Lkepada KPU sesuai dengan
permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ sampai
dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

Keputusan Lkepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten

Sumbawa sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat

dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir

masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan
tersebut disebabkan  karena :

a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan
tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat
keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan
berhalangan tetap; atau

b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat
pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat
Kabupaten Sumbawa oleh pengurus Partai Politik tingkat
pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana

dimaksud pada huruf b dan salinan keputusan Pimpinan Partai

Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada

KPU Kabupaten Sumbawa sebelum masa pendaftaran Pasangan

Calon.

Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah

Kabupaten Sumbawa tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik

tingkat pusat, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta

kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Sumbawa kepada

Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat

sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan

sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf g, Partai Politik

tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
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i. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat,
tingkat daerah provinsi dan tingkat daerah kabupatn/kota
sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf d atau huruf g,
menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Sumbawa dalam
penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

j- Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a
masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU
Kabupaten Sumbawa menerima pendaftaran Bakal Pasangan
Calon berdasarkan Keputusan terakhir dari Menteri tentang

penetapan kepengurusan Partai Politik.

2. Pengumuman

a. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan pendaftaran Bakal
Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan
pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Sumbawa sesuai
dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

b. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dicantumkan :

1} Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa sebagaimana
dimaksud pada BAB Il Huruf B angka 1 huruf a angka 1)
terkait dengan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik
atau gabungan Partai Politik dan BAB II Huruf B angka 2
huruf a angka 1) terkait dengan persyaratan pencalonan
berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan
calon perseorangan;

2) waktu penyerahan dokumen; dan

3) tempat penyerahan.

c. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari
terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :

1} hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan
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sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA);
dan

2) hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul
24.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA).

3. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten
Sumbawa mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Sumbawa kepada KPU Kabupaten Sumbawa selama masa
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c
disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat
tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon.

b. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat Kabupaten Sumbawa, pendaftaran Bakal Pasangan
Calon vang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tingkat Pusat.

c. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :

1) ketentuan BAB II Huruf B angka 1 huruf a angka 2) dan
angka 3);

2) menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan
Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik tingkat pusat;

3) dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana
dimaksud pada angka 2) berhalangan, surat persetujuan
Pasangan Calon ditandangani oleh Petugas Partai Politik
tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan
mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan AD/ART
Partai Politik yang bersangkutan;

4) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
mengenai pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat
Kabupaten Sumbawa dalam pendaftaran Pasangan Calon,
bagi pasangan calon yang pendaftarannya dilakukan oleh
pengurus Partai Politik tingkat pusat;
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5) menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat
tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten
Sumbawa;

6) menyertakén surat pernyataan kesepakatan antar Partai
Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;
dan

7) menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon
untuk mengikuti proses Pemilihan.

Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada

KPU Kabupaten Sumbawa selama masa pendaftaran sebagaimana

dimaksud pada angka 2 huruf c. '

Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal

Pasangan Calon sebagaimana dimaksud padé huruf a dan huruf

d wajib hadir pada saat pendaftaran.

Dalam mendaftatkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, Partai Politik atau

Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon

memasukkan data bakal pasangan calon dan data dukungan

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam sistem

informasi pencalonan.

Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak

dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
huruf e, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal

Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali

ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat

dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang
berwenang.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan

bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan

pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, KPU Kabupaten

Sumbawa menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut,

menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen

pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik yang bersangkutan.
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4. Tugas KPU Kabupaten Sumbawa
a. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU

Kabupaten Sumbawa bertugas :

1)

3)

4)

menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan

calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai

Politik atau perseorangan;

meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

pada angka 3 huruf c angka 1);

meneliti dokumen persyaratan pencalonan, yaitu :

a) keabsahan terhadap dokumen dimaksud pada angka 3
huruf ¢ angka 2) dilakukan dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf f; dan

b) keabsahan terhadap dokumen dimaksud pada angka
angka 3 huruf ¢ angka 5) dilakukan dengan berpedoman
pada Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten
Sumbawa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sumbawa Tahun 2020 yang disampaikan oleh KPU atau
KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada angka 1
huruf d dan huruf g; atau

c) kelengkapan dokumen Keputusan pengambilalihan
kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten
Sumbawa.

berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

angka 2) dan angka 3), KPU Kabupaten Sumbawa mencatat

penerimaan dokumen  persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau

Gabungan Partai Polittk menggunakan Tanda Terima

Pendaftaran Formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :

a) mnama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

b) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik
Tingkat Pusat dan/atau Keputusan Pimpinan Partai
Politik Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada
angka 3);

c) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik
tingkat pusat tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon
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8)

)
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yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik Tingkat
Kabupaten Sumbawa , yang ditandatangani oleh Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat;

d} hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

e) alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor
telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-
masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung
mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan

f) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon.

meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan

dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon

perseorangan;

berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada

angka 5), KPU Kabupaten Sumbawa mencatat penerimaan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran
formulir Model TT.1-KWK, yang berisi :

a) nama lengkap bakal calon;

b) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

¢} alamat dan nomor telepon bakal calon;

d) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan
pencalonan dan persyaratan calon; dan

e) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan
bakal calon.

menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten

Sumbawa dan kecamatan;

memberikan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 4)

kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir
sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada Bakal

Pasangan Calon Perseorangan; dan

memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan

jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika di
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b.

rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sumbawa
kepada Bakal Pasangan Calon. |
Dalam hal terdapat 1 (satu} atau lebih Partai Politik dalam
Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan
Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon,
KPU Kabupaten Sumbawa menyatakan Partai Politik tersebut
tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul
Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
KPU Kabupaten Sumbawa mencoret 1 (satu) atau lebih Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam dokumen
persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran,
salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Panwaslu
Kabupaten Sumbawa dan dituangkan dalam Berita Acara.
KPU Kabupaten Sumbawa menerima pendaftaran Bakal Pasangan
Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada
huruf b yang masih Memenuhi Syarat Pendaftaran Calon dan

menuangkan dalam Berita Acara.

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

sebagaimana dimaksud pada angka huruf A angka 4 huruf a angka

1) yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa terdiri
atas :

a.

surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai
Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai
dengan tingkatannya menggunakan formulir Model B-KWK
Parpol beserta lampirannya;

surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon
perseorangan menggunakan formulir Model B-KWK
Perseorangan beserta lampirannya;

Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon,
sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud pada Bab II huruf A angka 1 huruf a, huruf b, huruf f,
huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t,
huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model
BB.1-KWK;

surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c
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dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang

bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU

Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Panwaslu Kabupaten /Kota;

surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Bab II

huruf A angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani

pidana dalam penjara sebagaimana dalam Bab Il angka 1 huruf g

wajib menyerahkan :

1) surat dari pimpinan redaksi media masa lokal atau nasional
yvang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka

dan jujur mengemukakan pada publik sebagai terpidana
yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai
buktinya;

2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap; dan

3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa
terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana

dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf h, wajib
menyerahkan :

1. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional
yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan
Terpidana dengan disertai buktinya;

2. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang
bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
dari Kepolisian Resor;

3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari
kepala lembaga pemasyarakatan;

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari
kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon
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h.

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti

menjelang bebas; dan
5. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan
calon sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A angka 1 huruf
3
surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal
Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela
sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A angka 1 huruf k,
yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor yang wilayah
kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang
bersangkutan;
Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara dari instansi yang berwenang memeriksa
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab
II huruf A angka 1 hurufl;
Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang
secara perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon
sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A angka 1 huruf m;
Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab
IT huruf A angka 1 huruf n;
Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama
calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal
calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai
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tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon
yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan
persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A
angka 1 huruf o;

n. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walikota bagi calon yang berstatus sebagai
penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota
sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam Bab II huruf A angka 1 huruf s;

0. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon
dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai
Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon
bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-
KWK;

p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yvang telah
dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti
pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Bab
II huruf A angka 1 hurufc;

r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang
ditandatangani Pasangan Calon;

s. daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten Sumbawa ,
dan/atau Kecamatan; dan

t. pas foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat)
centimeter x 6 (enam)} centimeter berwarna sebanyak 4 (empat)
lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto
calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima
belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua)
lembar beserta softcopy.

2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah
oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung
dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan surat
keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana
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dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah

oleh bakal calon perseorangan.

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c

dilengkapi :

a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus
Buf)ati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang
mencalonkan diri di daerah lain;

b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati, atau penjabat Walikota;

e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat
pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d; dan

f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan
berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c
dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;

yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat

5 (lima} hari sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf ¢ kepada :

a. Panwas Kabupaten Sumbawa;

b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada

angka 1 huruf a, meliputi :

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang
persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model
B.1-KWK Parpol;

b. surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang
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bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan
formulir Model B.2-KWK Parpol;

c. surat pernyataan Kkesepakatan antara Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk
mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-
KWK Parpol,

d. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi,
dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani
oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
menggunakan formulir Model B.4-KWK Parpol; dan

e. dokumen administrasi persyaratan calon sebagaimana dimaksud
pada angka 1.

Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Calon Perseorangan,

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi :

a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan
Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf c
angka 41);

b. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan visi, misi,
dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani
oleh Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.3-
KWK Perseorangan;

c. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang
ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan

d. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan

Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat

pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada

huruf A angka 3;

Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada

angka 8 berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
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sebagaimana dimaksud pada angka 1, dimasukkan ke dalam map
dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon
persecrangan.

11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon
sebagaimana dimaksud pada angka 10 dibuat dalam 2 (dua)
rangkap, meliputi :

a. 1 (satu) rangkap asli; dan
b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB YV
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN
DAN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON
1. Pemeriksaan Kesehatan Calon

a. KPU Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan Pengurus Besar
Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan
Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas

penyalahgunaan narkotika; dan
2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani,
yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa.

b. KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan standar pemeriksaan
kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan
narkotika, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada KPU Kabupaten
Sumbawa.

c. KPU Kabupaten Sumbawa berkoordinasi dengan pengurus
Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan
Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk
tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas :

1) dokter;

2) ahli psikologi; dan

3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika,

yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi

Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi
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Indonesia.

Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri atas:

1) ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan

2) anggota.

KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan :

1) standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas
penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 1) kepada tim pemeriksa kesehatan
sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

2) standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 2) kepada Pimpinan Partai
Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan
Calon perseorangan.

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Rumah Sakit Pemerintah

Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah

berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan

Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa.

KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan nama rumah sakit

pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf {

kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai

Politik dan bakal Pasangan Calon persecrangan untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rochani dan bebas

penyalahgunaan narkotika.

. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf c

melakukan rapat plenc untuk menetapkan kesimpulan yang

menyatakan :

1) calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani;
dan

2} positif atau negatif menyalahgunakan narkotika,

vang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

Tim  pemeriksa  kesehatan menyampaikan  kesimpulan

sebagaimana dimaksud pada huruf h dengan dilampiri seluruh

hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten

Sumbawa, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada huruf h dan i bersifat final dan
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tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

2. Penelitian Persyaratan Administrasi

a. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan penelitian persyaratan
administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7
(tujuh) hari.

b. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan
dalam formulir Model BA.HP-KWK dan Lampirannya.

c. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi penelitian
terhadap :

1) cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan
Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

2) tanda tangan Pasangan Calon,

3) materai; dan

4) kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan
KPU Kabupaten Sumbawa tentang Pedoman Teknis

Pencalonan ini.

3. Penelitian Riwayat Pendidikan
a. Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas
sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib
menyertakan :

1) fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang
dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi
yang bersangkutan;

2) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi
negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi
negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah
berganti nama; dan

3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di
wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila
perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak
beroperasi lagi.

b. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung

jdih.kpu.go.id/ntb/sumbawa



-48 -

dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
(STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh
instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan
pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat
sekolah dimaksud pernah berdiri.

c. Dalam hal ijjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)} Bakal Calon
yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon
wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat
Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

d. Dalam hal jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon
yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan
sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi,
Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti
ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang
menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di
kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

e. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala
sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang
menyelenggarakan urusan pendidikan.

f. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah
internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan
dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

g. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)
yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh
pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan

urusan pendidikan.

Penelitian Terhadap Calon Yang Tersangkut Masalah Hukum

a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b, surat
keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum,
KPU Kabupaten Sumbawa melakukan klarifikasi ke Kejaksaan
Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya
putusan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum
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tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten
Sumbawa melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan
untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan :

1) pernah dipidana penjara; atau

2) telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun sebelum jadwal pendaftaran.

5. Klarifikasi Terhadap Keabsahan Dokumen Persyaratan

a. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari
masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan
pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten
Sumbawa dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang.

b. KPU Kabupaten Sumbawa dan instansi terkait menuangkan
hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam

Berita Acara.

6. Penyampaian Hasil Verifikasi

a. KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b
kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik dalam Rapat Pleno Terbuka dan mengumumkan
paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

b. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau
persyaratan calon dinyatakan Belum Lengkap dan/atau Belum
Memenuhi Syarat dan/atau Tidak Memenuhi Syarat, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon
perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau
memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak
pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Sumbawa.

c. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
huruf b dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan
Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan
jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.

d. Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan

tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau
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bebas penyalahgunaan narkotika, Calon atau Pasangan Calon
yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal

Pasangan Calon baru.

e. Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon

sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pada masa

perbaikan.

B. PERBAIKAN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

1.

Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan
persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan
menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa pada masa
perbaikan selama 3 (tiga) hari.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal
Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan
melakukan  perbaikan  terhadap  persyaratan calon dan
menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa pada masa
perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi
diterima.

Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2 dilakukan hanya terhadap dokumen yang
dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat
dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 6 huruf a.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain
yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau

syarat Calon.

C. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1.

Perbaikan syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 6 huruf b,

dilakukan dengan ketentuan :

a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2
(dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan;

b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dapat berupa dukungan baru yang belum memberikan

dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun
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dan/atau dukungan lama yang telah diperbaiki, antara lain
daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan
wilayah administrasi PPS dan/atau daftar nama pendukung
yang tidak dilengkapi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

¢. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan Desa/kelurahan dan
kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan

sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib dilengkapi pada masa

perbaikan.

Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan perbaikan

dukungan dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 3 (tiga)

rangkap kepada KPU Kabupaten Sumbawa.

KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan berkas perbaikan

dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 :

a. 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK;

b. 1 (satu) rangkap salinan kepada Bakal Pasangan Calon
persecrangan, setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten
Sumbawa dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk
arsip; dan

c. 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk
arsip.

Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan

Calon, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan prosedur sebagaimana

dimaksud pada Bab IV huruf A angka 4 huruf a angka 1), angka 2},

anglka 3) dan angka 5).

Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada Bab IV

huruf A angka 4 huruf a, KPU Kabupaten Sumbawa mencatat

penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan
calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen

Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK).

Penyerahan  perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, meliputi

dokumen :

a. surat permyataan dukungan yang berisi data daftar nama
pendukung sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf A angka
2 huruf e angka 1), yang tanda tangan atau cap jempol
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pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Perbaikan; dan

rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan
formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi
data sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf A angka 2 huruf

e angka 5 huruf a atau huruf b.

Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan yang
disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal
Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten
Sumbawa dan dituangkan dalam Berita Acara.

KPU Kabupaten Sumbawa menerbitkan Keputusan berdasarkan

Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 8.

D. PENELITIAN HASIL PERBAIKAN

1.

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan
Calon.

a. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi terhadap

perbaikan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Huruf
B angka 2, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima
perbaikan.

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilakukan
terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan
lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi
dari Bawaslu Provinsi NTB atau Panwas Kabupaten Sumbawa
atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas
kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang
mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai
penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.

Rekomendasi Bawaslu Provinsi NTB atau Panwas Kabupaten
Sumbawa atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana
dimaksud pada huruf b ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten
Sumbawa dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang
berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.

Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan
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Lampirannya.

e. KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan kepada masyarakat
dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon
perseorangan.

f. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan
belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan Bakal Pasangan Calon tidak
melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon
sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon
dinyatakan tidak memenuhi syarat.

g. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal
calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan
tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak
memenuhi syarat,

h. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU
Kabupaten Sumbawa melakukan klarifikasi kepada
kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang
berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat
tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD}/Anggaran Rumah
Tangga (ART) Partai Politik,

i. KPU Kabupaten Sumbawa meneliti Lkeabsahan dokumen
kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada hurufh.

Penelitian Hasil Perbatkan Dukungan Pasangan Calon Persecrangan

a. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi administrasi
perbaikan dukungan dan persebarannya dengan menempuh
prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB III huruf B angka 2
huruf a dan huruf b angka 1) sampai dengan angka 11);

b. Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon
persecrangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah
kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU
Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi administrasi terhadap

perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf C
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angka 1.
Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon

perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak

mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan
dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal
Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi
syarat dukungan.

KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi terhadap dugaan
dukungan ganda Bakal Pasangan Calon perseorangan dengan
prosedur sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf B angka 2
huruf b angka 17) sampai dengan angka 23).

Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung
telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon
perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka
dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, PPS melakukan
verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal
Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal
Pasangan Calon.

Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada
huruf f dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana
dimaksud pada Bab III huruf B angka 2 huruf ¢ angka 5, angka
8, angka 10, angka 17, dan angka 20 sampai dengan angka 26.

. Berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS, PPK melaksanakan

rekapitulasi dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud
pada Bab III huruf B angka 2 huruf ¢ angka 29 sampai dengan
angka 35.

Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten
Sumbawa melaksanakan rekapitulasi dengan menempuh
prosedur sebagaimana dimaksud pada Bab III huruf B angka 2
huruf c angka 36 sampai dengan angka 42.

Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada
huruf h dan huruf i, KPU Kabupaten Sumbawa melakukan

verifikasi pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.
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k. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan
persebaran dukungan, KPU Kabupaten Sumbawa menyatakan
perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan
memenuhi syarat.

. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana
dimaksud pada huruf j, dukungan Bakal Pasangan Calon
perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan
persebaran dukungan, KPU Kabupaten Sumbawa menyatakan
perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi

syarat.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

A. PENETAPAN PASANGAN CALON

1.

KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan  hasil verifikasi
persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan
Pasangan Calon peserta Pemilihan pada Rapat Pleno dan
menuangkan Hasil Verifikasi dalam Berita Acara Penetapan
Pasangan Calon.

Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, KPU Kabupaten Sumbawa menetapkan Pasangan Calon
dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa.

KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan hasil penetapan
Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam Rapat
Pleno Terbuka di Kantor KPU Kabupaten Sumbawa.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan
keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 30 (tiga
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puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota,
Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain wajib
menyampaikan Keputusan pejabat yang berwenang tentang
Pemberhentian sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil
Walikota, kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat
Bupati, atau Penjabat Walikota wajib menyampaikan Surat
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten
Sumbawa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib
menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang
pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Calon yang tidak menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud
pada angka 4, angka 5, dan angka 7, dan tidak dapat membuktikan
bahwa pengundurun diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak
memenuhi syarat.

Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon
Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak dapat mengajukan

Calon Pengganti.

NOMOR URUT PASANGAN CALON

1.

KPU Kabupaten Sumbawa melakukan pengundian nomor urut

Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada

huruf A angka 2 dalam rapat pleno terbuka.

Rapat pleno KPU Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud

angka 1 dihadiri oleh :

a. Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengajukan Pasangan Calon;

c. Pasangan Calon perseorangan;
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d. Tim Kampanye;

e. Panwas Kabupaten Sumbawa ;

f. media massa; dan

g. tokoh masyarakat.

Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor
urut sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno
dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dan penandatanganan pada rancangan
daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim
Kampanye.

Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 4 wajib mendapat dan
membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan Hasil Pengundian Nomor
Urut sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan
surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang
tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon
yang bersangkutan.

KPU Kabupaten Sumbawa menyusun nomor urut dan nama
Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada
angka 8, dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan
Daftar Pasangan Calon.

Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 9, ditetapkan dengan Keputusan KPU

Kabupaten Sumbawa.

PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1.

KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan nama dan nomor urut
Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan
paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan
Calon.

Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 1 bersifat final dan mengikat.

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan
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yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk :

a. mencetak surat suara;

b. keperluan kampanye; dan

c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari

pemungutan suara.

PENGUMUMAN LHKPN PASANGAN CALON

1.

Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan
pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi
Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua)
hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU
Kabupaten Sumbawa.

Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan
laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Pasangan Calon dapat memberikan surat

kuasa kepada KPU Kabupaten Sumbawa untuk mengumumkan.

LARANGAN MENGUNDURKAN DIRI

z.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari
Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada huruf A angka 1, angka 2 dan angka 3.

Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilarang mengundurkan diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU
Kabupaten Sumbawa.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan
Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan
Calon pengganti.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan
Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada angka 3, dinyatakan gugur sebagai
peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon
dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan
diumumkan kepada masyarakat.

Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud

pada angka 4, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain
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yang telah ditetapkan.

Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU
Kabupaten Sumbawa.

Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan  diri
sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan gugur dan tidak
dapat diganti.

Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon
perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dikenakan
sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

A. ALASAN PENGGANTIAN BAKAL CALON

1

Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam

hal :

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b

meliputi keadaan :

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada

angka 2 huruf a, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari

lurah/kepala desa atau camat setempat.

Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara

permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dibuktikan

dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana

dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap

sebagai berikut :

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon; atau
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b. sebelum penetapan Pasangan Calon;

6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana
dimaksud pada angka 1 huruf b dan huruf ¢ dapat dilakukan pada
tahap sebagai berikut :

a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh)
hari sebelum hari pemungutan suara.

7. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada
angka 1 hanya dilakukan terhadap bakal calon atau calon yang
dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada
angka 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :

a. calon Bupati menjadi calon Wakil Bupati; atau
b. calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan cleh Partai Politik, penggantian
bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat
persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik.

10. Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak
mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat
kesehatan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilakukan
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB V huruf A

angka 6 huruf e.

B. PENGGANTIAN CALON OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK
Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Patai
Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana
dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b dan huruf c dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut :
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Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon

pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon
dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik
dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada angka 1;

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik
dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak
mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana
dimaksud pada angka 1, salah satu calon dari Pasangan Calon yang
tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan
Calon atau Pasangan Calon lain;

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh
sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti,
salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap
atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
dan

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap
atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 4,

KPU Kabupaten Sumbawa wajib mengumumkan kepada masyarakat.

C. PENGGANTIAN CALON PERSEORANGAN

Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena
berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana
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dimaksud pada huruf A angka 1 huruf b dan huruf c¢ dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau
dijatuhi pidana Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum
tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat
mengikuti Pemilihan;

b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling
lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap,
atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap;

c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti
sebagaimana dimaksud pada huruf b, salah satu calon dari
Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau
yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;

d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan
berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka
waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan
suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon
pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak
berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan
Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon
perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf d, KPU Kabupaten
Sumbawa wajib mengumumkan kepada masyarakat.

2. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf B
angka 5 huruf e, dan pada huruf C angka 1 huruf d, KPU Kabupaten
Sumbawa melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari
Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan
Calon peserta Pemilihan.
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D. VERIFIKASI DOKUMEN CALON PENGGANTI

1. KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau
Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 5, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon
pengganti.

2., KPU Kabupaten Sumbawa melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau
Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf A
angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat
pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

3. KPU Kabupaten Sumbawa menyampaikan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada angka 2 secara tertulis kepada
Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau
Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu} hari sejak
dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

4. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3
calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi
syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat
mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan
Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada angka 4 tidak dapat mengalihkan dukungannya

kepada Pasangan Calon lain.

E. MEMBUKA KEMBALI PENDAFTARAN

1. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau
Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 4 dan mengakibatkan
jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU
Kabupaten Sumbawa  membuka kembali pendaftaran Pasangan
Calon.

2. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka
paling lama 3 (tiga) hari.
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BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN BAGI PARTAI POLITIK

;

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima
imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam
proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dibuktikan dengan

Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti
menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Partai
Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang
mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di Kabupaten

Sumbawa.

Dalam hal Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi
imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon
peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai
Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa dibatalkan.

Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti
menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan
sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang

Pemilihan.

LARANGAN BAGI CALON SELAKU PETAHANA
1:

Bakal Calon selaku Petahana dilarang melakukan penggantian
pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon
sampai dengan Akhir Masa Jabatan kecuali mendapat persetujuan
tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
Bakal Calon selaku Petahana dilarang menggunakan kewenangan,
program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan Pemilihan
6 (enam) bulan sebelum tanggal Penetapan Pasangan Calon sampai
dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Dalam hal Bakal Calon selaku Petahana melanggar ketentuan
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sebagaimana. dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Petahana yang
bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

C. PEMBATALAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN

1. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta

Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sumbawa , apabila :

a.

Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan
dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
memengarithi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari

pemungutan suara;

Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan
yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima} tahun atau
lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan
imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di Media Cetak
atau Elektronik, berdasarkan putusan Panwas Kabupaten
Sumbawa;

melakukan penggantian pejabat sejak 6 {enam) bulan sebelum
tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa
jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus
sebagai Petahana;

menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah
Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum
ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan
Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang
berstatus sebagai Petahana; dan

tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang

berstatus sebagai Petahana.

2. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana

dimaksud pada angka 1 tidak mengubah nomor urut Pasangan

Calon peserta Pemilihan yang lain.
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BAB [X
TANGGAPAN MASYARAKAT

KPU Kabupaten Sumbawa mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon
beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat
masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka
1 dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sumbawa, pada laman KPU
Kabupaten Sumbawa dan/atau Media Cetak atau Media Elektronik
sampai dengan masa penelitian.

Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka
2, dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan
fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

_ BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU
Kabupaten Sumbawa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU
Kabupaten Sumbawa tentang penetapan Pasangan Calon peserta
Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada
angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Panwas Kabupaten
Sumbawa.

Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwas Kabupaten
Sumbawa sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat diajukan gugatan
di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan
KPU Kabiibaten'/Rota. PPK. PPS. KPPS. Bawasly. Bawaslu Provinsi.
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Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan,
Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa dilarang
memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.

2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian
faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada
Angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

PENGGUNAAN GELAR

a. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar
sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan
pencalonan dan syarat calon.

b. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka 1

dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

SARANA DAN PRASARANA TEXNOLOGI

KPU Kabupaten Sumbawa wajib menggunakan sistem informasi
pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang
dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses
pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan pasangan calon
perseorangan sampai dengan penetapan pasangan calon peserta
pemilihan, KPU Kabupaten Sumbawa dapat memanfaatkan sarana

teknologi.

PERUBAHAN NAMA PARPOL

Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi
Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten
Sumbawa meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada

Menteri.

PENCALONAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1. Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi
Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan
surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

2. Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi
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Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan
surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan
sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
angka 1 dan angka 2, wajib menyampaikan :

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang
berwenang;

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan
surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
dan

c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana
dimaksud pada huruf a sedang diproses oleh pejabat yang
berwenang,

kepada KPU Kabupaten Sumbawa paling lambat 5 (lima) hari sejak

ditetapkan sebagai calon.

Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan angka 2 wajib menyampaikan keputusan

pemberhentian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan

sebagai calon.

F. PENGADUAN KETIDAKBENARAN IJAZAH/STTB

1.

Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang Ketidakbenaran
[jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan
Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah
dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sumbawa
meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti
sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka
1 menyatakan [jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau
Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ljazah/Surat Tanda Tamat
Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada BAB VII huruf B dan huruf C angka 1.

F.  PEMILIHAN DENGAN 1 (SATU) PASANGAN CALON

1.

Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya

terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan
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masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan

yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran dengan

ketentuan :

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang
belum mendaftar mencapai paling kurang 20 % (dua puluh
persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25 %
(dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang
telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang
belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20 % (dua
puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling
kurang 25 % (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon
yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali
dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang berbeda; atau

c. apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah
menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian
administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa
pendaftaran, dapat mendaftar pada masa perpanjangan
pendaftaran.

Dalam hal sampai dengan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat

Partai Politik atau beberapa Partai Politik yang belum mendaftar,

dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon

perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah
mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak
mendaftar pada masa pendaftaran.

Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 2,

dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan

memenuhi syarat pada penelitian factual sebelumnya berdasarkan

Berita acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sumbawa.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu)

Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan

kembali pendaftaran.

Dalam hal terdapat keadaan :
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a. setelah dilakukakn penundaan, dan sampai dengan berakhirnya
masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angka 2 dan angka 3, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan
Calon yang mendaftar;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan
berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan
Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan
penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan
kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang
mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan
hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang
mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya
masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan
tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan
Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari
pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan
tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan
Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan
sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1
(satu) Pasangan Calon,

KPU Kabupaten Sumbawa melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan
dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

6. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan

Calon sebagaimana dimaksud pada angka 4 berpedoman pada

Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang

Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd

M. WILDAN
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 131/HK.03.1-Kpt/5204 /02 /KPU-Kab/X /2019
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020.

JENIS FORMULIR DALAM PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

I. JENIS FORMULIR
A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

. MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH
(BUMD).

B.SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1.

MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020

MODEL B.1-KWK PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

MODEL B.2-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.
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4. MODEL B.3-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN ANTARA PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

MODEL B.4-KWK PARPOL

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN
PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020 DENGAN RPJP DAERAH.

C.SYARAT PENCALONAN DARI PERSECRANGAN

1,

MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN
2020.

MODEL B.3-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH, VISI, MISI, DAN
PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020 DENGAN RPJP
DAERAH.

D.BERITA ACARA PERSEORANGAN

1.

MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL
DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.
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4, MODEL BA.3.1-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN SUMBAWA.

5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

7. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020DI TINGKAT KECAMATAN.

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN
2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

10. MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN SUMBAWA.

11. LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

E.BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA
1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.
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2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

3. MODEL BA .HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020.

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA . HP
PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALON DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

F. MASA PERBAIKAN
1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN
a. MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH
MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

b. MODEL BA.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP
KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN
PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

c. MODEL BA.3-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP

KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR
PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL
PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2018.

d. MODEL BA.3.1-KWK PERSEQORANGAN PERBAIKAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL.

e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020.
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f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP
DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2020 OELH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

g. LAMPIRAN MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

h. MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020 DI TINGKAT KECAMATAN.

i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 20202018 DI TINGKAT
KECAMATAN.

j- MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020 DI TINGKAT KABUPATEN Sumbawa .

k. LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM
PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020DI TINGKAT
KABUPATEN Sumbawa .

2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PERBAIKAN
a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.

c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
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REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020.
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MODEL BB.1-KWK

R

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL
BUPATI/WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA¥)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a.
b.

a0

Nama b R AT T T B n b mn e T e e i
NIK -

Jenis kelamin e S R S A R

Pekerjaan B8 s A R B S A NS T

Tempat dan tanggal 3 uoaarsissram s asssn e Y pE—— tahun

lahir/umur

Alariat TenTpEt GrmEal { s s RS R i nns S Emm s frn s anlfinns e ssmnnsnrannss

.................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1,
2.

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

tidak pemah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

belum permah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur?),
Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil Walikota*) selama
2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan
Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam
Pemilihan;

belum pernah menjabat sebagai:

a. Gubernur bagi Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil
Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota di daerah yang
sama;

b. Wakil Gubemur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau

c. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil
Walikota di daerah yang sama;

tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Gubernur atau Wakil
Gubernur*), Bupati atau Wakil Bupati*), serta Walikota atau Wakil
Walikota*)....ccoceeveerninrinnnnerenninnes :
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B. KHUSUS

Beri centang
pada kolom
ini

Uraian Status Khusus

Terpidana karena kealpaan ringan {culpa levis).

Terpidana karena alasan politik

Terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan
secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa saya sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba
atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak

Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum
jadwal pendaftaran dan bukan Mantan Terpidana bandar
narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap
anak, serta secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada
publik bahwa saya adalah:

a. mantan terpidana; dan

b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;

bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai Gubernur/Wakil
Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)
dari daerah lain.

bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa
kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil
Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri
di daerah yang sama.

Telah  berhenti sebagai Penjabat Gubernur/Penjabat
Bupati/Penjabat Walikota*} pada saat pendaftaran dan
bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota
DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional
Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
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bersedia mengundurkan diri sebagai Kepolisian Negara
Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau
sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak
ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara
atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai
Pasangan Calon

bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP
Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Gubernur/Walkil

Gubernur/Bupati/Walkil
MATERAL | Bupati/Walikota/Wakil Walikota*)

....................................................

Keterangan:
*)  Pilih salah satu.

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

MODEL EB.2 -KWK

CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WAKIL BUPATI/

WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA*)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap

Tempat/Tanggal Lahir

NIK

Usig

Alamat Tempat Tinggal

Email

Jenis Kelamin

Laki-laki/Perempuan *)

Status Perkawinan

Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)

Agama

NPWP

Hobi

Moto Hidup

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal ~
Jenjang Institusi Tahun (masuk — Iulus)
Pendidikan Informal,
Jenjang Institusi Tahun
C. Pengalaman Pckerjaan *¥)
Jabatan | " Institusi 'I"ai_mq

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan | Inéﬁmsi_ - Ta‘ilu-n

E. Publikasi **)

Judul  Tahun Terbit
F. Penghargaan *¥)
Nama Penghargaan Institusi - Tahun
G. Data Keluarga
Hubungan Keluarga Nama Pekerjaan

Istri/Suami '

Jumlah Anak

Anal 1.

2., a
3. dst.

) U U 51 ¢ B = o L O O U UT PP

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya dan bersedia/tidak bersedia*) dipublikasikan oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh /KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Yang Membuat pernyataan,
Calon Gubernur/Wakil Gubernur/
Bupati/Wakil Bupati/Wakil Walikota®)

Materai
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Mengetahui **¥%,
DPC Partai Politik atau sebutan lain/

Gabungan DPD/DPW Partai Politik atau sebutan lain

Provinsi/Kabupaten/Kota*) .......ccovceiiiiiiiiiiiiiiiccieceieeeveanneens
Yang Mengajukan Pasangan Calon
1201 g ¢ 1 TR S
Ketua Sekretaris
W T .. ) (ferermmeremrermr e e e s s e r e e )
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai ....ocooviimniiieniiincceee,
Ketua @ Sekretaris
[t ) (eereeriimere s i e enane e )
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai ......ccovennviinnnisisnmmsnnenn
Ketua e Sekretaris
S PAPR—. ) [cwvesavopssongongyepmpsassnsansmmpmi

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu.

**) dimulai dari tahun yang lebih awal.

) diisi apabila Calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
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\

MODEL BE.3 -KWK

S

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD}*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama A S S

b. NIK D e chon et e A R AR A R R BT R

c. Nomor Pegawai E v s o A B A 5 B S B SRR

d. Jenis kelamin .
Tempat 885 ahigal | oo s 7 T e— tahun
lahir/umur

f.  Alamat tempat tInggal ..o e e ea e

................................................................................

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada
BUMN/BUMD**} e eeeeereee e serta akan menyampaikan
Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang
paling lambat 30 {tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

....................................................

Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 {litna} hari

sejak penetapan pasangan calon.
*+# pilih salah satu.
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PARPOL

[ MODEL B-KWK ]]

SURAT PENCALONAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota®*)
.................................................... oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan
Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai
.................................... atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai ...cccovvveviiieniiiiiieennns dengan perolehan kursifsuara sah *) ..........

kursi/suara *);

3 Partel sossesssavssumen s dengan perolehan kursi/suara sah *) .........
kursi/suara *}.

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak .........c.ccoeueeenens Kursi/Suara?*)
dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah Lkursi DPRD

Provinsi/Kabupaten/ Kota*) sebanyak ........cccccooceviennnnn. kursi atau paling
sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD
Provinsi/Kabupaten/ Kota*) sebanyak ..........ccccoaeeenaeeee. suara sah.

Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang didaftarkan :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota®*) :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota *), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang

Nomor dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.
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............ R~ &

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/

Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ..............ccccivviiiiiiiniiiiiiiiinienannns

Materai

Materai

Materai

-

Keterangan:

1. % Pilih salah satu.

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

----------------------------------------------------------------

................................................................

Ketua . Sekretaris
&
.................... ) (ceeeerenrereneensssacssnns)
Partai
Ketua Sekretaris
....... Ra—— frsvsnsimmssemmmiains)

2. Setiap halaman dibubuhi paraf cleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
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MODEL B.1-KWK
PARPOL

=3

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
| 7.0 ) R —— T
NOMOR : sisiisensssicasassisnivinasin
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA?)

Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan

Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota®) .....ccccoeoeiiiiiiiviiicveinieinrivicaeerennnes dan
berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) Partai
.............................................. ; Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai
.......................................... , memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *):

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

...........................................................................................................................

sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon
Walikota dan Wakil Walikota®) .......cccccoveirimiiiiicccececceeeeecrr e,

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

................. (Y| ) S
Dewan Pimpinan Pusat
22 5 o <
Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal
Sebutan lain*) atau sebutan lain*)
Materai
............................... ) (TR |

Keterangan :
#) Pilih salah satu.
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PARPOL

\

7 )
MODEL B.2-KWK

,

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¥)

Yang  bertanda tangan  dibawah ini, Dewan  Pimpinan  Tingkat

Provinsi/Kabupaten /Kota*) Partai ....cccovvveniiiveiiniiniicnniannan. atau Gabungan Partai Politik*)
Provinsi/Kabupaten /Kota®) ......ccccovvciiiiiiiiiiiiniinninnn yang meliputi:

R - R RS SU—— ;dan
2 o - | OV U TP PP ;dan
T

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*); dan

2. tidak akan menarik Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubermur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota *) yang telah diusulkan, sebagaimana dimaksud
dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nhama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

................. peeenererreeeennnn 20,

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .........cccoiviiiiininiiiiciiiiciniinnnnn,

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

................................................................

Ketua Sekretaris

Materai
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................................................................

Ketua Sekretaris
Materai
{cassssmmimnsssmnsunnonna ) (assesssinsnunnessinauss )
Partai
s A A A O A
Ketua Sekretaris
Materai
[sxsssreasevisvosspaanaanns ) TS —— )

Keterangan:
1. # Pilih salah satu.

| 2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan
% Partai Politik.
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MODEL B.3-KWK
PARPOL

PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA%)

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:

TR L O SO S— :
N ¢ s R . :dan
B R - 1 g - LS ROPRPR R USRRR

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan

1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

2. Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota?*) :

.......................................................................................................................

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota*) ......ocieviiiiniiiiriiiereerececee s sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.
................. yereeremmremennennenene 20000,

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) ............coeeiiniiicinnniineiniiceaeen.

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai
Materai Ketua Sekretaris
( llllll .lI........l.l......’ ‘ llllllllllllllllllllllllll ’
Partai

----------------------------------------------------------------

Ket L Sekretari
‘ Matera ‘ etua |d|h.kDu.mb/sumbawa exretaris




................................................................

Ketua Sekretaris

Materal

Pasangan Calon

Calon Gubernur/Bupati/Walikota*} Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Walkil Walikota*)

T reermrenessestssresassasapereas) (ereeesesnmssssnessessessesnsssnessenanssnanes )

Keterangan:

1. * Pilik salah satu.
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik. :
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MODEL B.4-KWK
PARPOL

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat

Provinsi/Kabupaten /Kot#') Partal ..........c..occcsmissine atau Gabungan Partai

Politik*} Provinsi/KabUpPETERJEBIRY) <. ..o ciiiiaivininiiinmmansintas vasvs yang meliputi:

1 TRERL oo 50 i i Ll ) Crp i i s ar e ar AT R RN AR Bt R AR R R T A RS AT AT AN RS hn b :
PRXERL «onviovsneimn fiohasiuni s sasusssssssios os s ssmssnesssiasonsaausipRNSEYSABSRH 493 S3u s SEROR IR THS ;dan

3 PR ... oo oo fef G PR SRR IVEL UL o comen servasvan anusnenseosnef BPRGIREA GIO Fa ovs waw ey a s b w v e

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
.................................................... , telah sesuai dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.
.......... T 1 W

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinl / Babupaten /TOLR®) .........ccccovisssicsinssnssissssnsssasssssoss

Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Materai
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Partai
Ketua Sckretaris
Materai e
(sssssnsuasisssamismmmninas ) ceocsamemrrnnnierennnnes )
Partai
Ketua Sekretaris
Materai e
| O — ) (T T e o T )

Keterangan:

1. *) Pilih salah satu.

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik.
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7 X
MODEL B-KWK

PERSEORANGAN

9 W,

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILTHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
bersama ini kami Pasangan Calon :
1. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota?*)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

mengajukan diri dan mendaftarkan scbagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota®)
................................... dengan jumlah pendukung ....................... orang (...........%)
dari jumlah pemilih, yang tersebar di ............ — %) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*)
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/ Kota*) NOMOL ......ccviviviiiniviiieeiiee e eemreeeeeesvansesaaees

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Pasangan
Calen Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil
Walikota*), dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan
Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Provinsi/KIP  Aceh/KPU/KIP
Kabupaten/Kota*} serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

............ T T m—. | | -~

Calon Gubernur/ Bupati/ Calon Wakil Gubernur/

Bupati/ Walikota*) Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

Materai

Keteranpgan :
*) Pilih salah satu.
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MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA *)
Kelurahan/Desa*  : Kabupaten/Kota*}
Kecamatan ; Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

NIK

Jenis Kelamin

Alamat

RT/RW

Tempat Lahir

Tanggal Lahir :

Status Perkawinan  : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin?*)

B L g Baeld e

dengan ini menyatakan dengan scbcnarhya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemillhan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan  Wakil Bupati/Walikota dan Walkil Walikota*)

........................................... Tahun .........., atas nama:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat
Pernyataan dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digimakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya
mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan
secara hukum sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

..................... peereereeeeeremeeens 20 .

Yang Membuat Pernyataan,

Keterangan :
*) Pilih salah satu.
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PERSEORANGAN

7
MODEL B.2-KWK ]

S

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

DALAM PEMILTHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL

BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA%)

Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

Walikota®) ....cccoovvvriiiirn e, Tahom senomons , atas nama:

....................................................................................................................

dengan rincian data sebagai berikut:

Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ...................... orang;
Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan?*) sebanyak ...,

Kabupaten/Kota/ Kecamatan?*);

Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU

Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ............ orang dan .................
Kabupaten/Kota/Kecamatan*);
Jumlah seluruh dukungan Pasangan Calon perseorangan ............. orang
(sveaa)z

5. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar di  .....oooe......
Kabupaten/Kota/Kecamatan®*) atau setara dengan {...... ... %)

Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

e (;::in ::;:u:::::‘::lﬁb] Kefa;“:;:an Kelut]:ha::lalbesa Jumlah dukungen
1 2 3 4 5
1 | e, Lo B arang
D [ A orang
L e N orang
2. i ) R (T orang
A orang
= L orang
J.dst...l L wommeminssnanziesss | uitiaimsareesmmsseses orang
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Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Calon Gubernur/ Bupati/
Bupati/ Walikota*)

Materai

Keterangan :
*} Pilih salah satu.

............ I T R T R

Calon Wakil Gubernur/
Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




PERSEORANGAN

[ MODEL B.3-KWK ]

PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI], MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA*) DENGAN RPJP DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Gubermur dan Wakil Gubemnur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walkota*) ........ccceeveeieisninnessoninenrennsresesssenes , telah sesuai

dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

............... FETTR——..| T
Calon Gubernur/Bupati/ Calon Wakil Gubernur/
Walikota*) Wakil Bupati/Wakil Walikota*)

Materai

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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PERSEORANGAN

MODEL BA.1-KWK A

V)

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA¥)
Pada hari ini .............. tanggal oo bulan .vemammns Tahun dua
11 N — bertemmpat 01 .consmepns , KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) .....ccccocoivimmiireeenererennnneans. telah melakukan

verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan Pasangan Calon
Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *)
melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK
Perseorangan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan.

¢. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang
terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Persearangan;

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran

dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :

1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-
KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di .................... %
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota#*
................................................. ataun  sebanyak ...l
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*), serta dinyatakan Memenuhi
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Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal dan sebaran
dukungan.

Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak ......... pendukung, *), serta
dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah minimal
dukungan.

. Jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-

KWK Perseorangan sebanyak ....... orang dan tersebar di .................... %
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*) di Provinsi/ Kabupaten/ Kota®)
................................................. atau sebanyak  ......cocviiiiiiennnn...
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima) rangkap, dan

masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota*).

EPU Provinsi c.cceeeeeecennnrerornnsens U /KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ....... T

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

L. Ketua

2 Anggota

3. Anggota

4, Anggota

S. Anggota

B, Khusus KIP Aceh | Anggota

s Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :

*)

Pilih salah satu;

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




PERSEORANGAN

[ MODEL BA.2-KWK

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan .........oeeens Tahun dua
91511 S bertempat di ................ , KPU Provinsi/KIP Aceh*} atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota®] .ccssvsssmemsvenessssnimsvss telah melakukan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung dengan bukti
pernyatan dukungan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati

dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) .......cccoceiveiiiiiiiiiciiiniiannnn.
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota®*) :

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan, KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai
berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil;

2. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
verifikasi kelengkapan lampiran dockumen dukungan;
verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi
PPS:

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan tersebut di
atas sebagai berikut :

TABEL
HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1 KWK PERSEORANGAN

Jumlah
Awal - MSs TMS

No Uraian

1 Pendukung yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon
Perseorangan

2 Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK
pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)
tidak sesnai secara nyata dengan fotokopi identitas
kependudukan.

3 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidak
sesuai dengan daerah pemilihan.

4 Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi
identitas kependudukan sebagai lampiran surat pemnyataan
dukungan {Formulir Model B. 1-KWK Persearangan).

5 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan tidalk
sesuai dengan wilayah administrasi PPS,

6 Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat |
karena tidak memenuhi syarat usia.

7 Pendulkung yang dinyatakan Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil
Verifikasi (Nomor 1-(No.2+No.3+No.4+No.5+No.6}))

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verifikasi: '
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ¥).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Provinsi atau Panwaslu
Kabupaten/Kota

3. 1(satu} rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi ......cccesmrenerscresarcsssccssvenceesss [KIP Aceh*) atau
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KPU/KIP Kabupaten /Kota*)

*} Pilih salah satu.
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NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
A Ketua

2. Anggota

3. Anggota

4, Anggota

5. Anggota

6. Khusus KIP Aceh Anggota

7. Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :




MODEL BA.3-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR
PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua
ribu . bertempat di ................ , KPU Provinsi/KIP Aceh?*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ........c.ccccovvviinieiiiinnennnnnn. telah melakukan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Pasangan calon
Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau Daftar Penduduk
Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
......................................... , atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU Provinsi/KIP Aceh
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian
antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap
pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial
pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan pasangan calon
sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung sebanyak .............
Orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4 sebagaimana daftar
terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung tersebut dilakukan
koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT dan/atau DP4
dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

4. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi .cccueerecenstenennencnsccscnsne +eeees. [ KIP Aceh?*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) .c..cccieirieiinicrcenresacesorresercsncnas
NO NARMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
S. Anggota
6. | Khusus KIP Aceh Anggota
7. | Khusus KIP Aceh Anggota
Keterangan :

*)  Pilih salah satu;
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MODEL BA.3.1-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua
ribu . bertempat di.......ccoovviinienenne. , Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten/Kota*).......cccoieveiiiannnnnnnn. telah

melakukan penelitian kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data dukungan Pasangan
Calon Perseorangan pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*] ......cccceciiiniiiniriiinniernninnenn. atas
nama :

1. Bakal Calon Gubemur/Bupati/Walikota *) :

..................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung yang tidak tercantum dalam
DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No* " Uraian Jumlah

1 | Jumlah Pendukung yang status kependudukannya
benar.

2 |Jumlah Pendukung yang status kependudukannya
tidak benar.

3 |Jumlah Pendukung yang tidak dapat dinyatakan
status kependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Provinsi/Kabupaten /Kota *) ..o e,

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.
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Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi/Kabupaten/Kota ...cccceeevicerncarinieneas
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MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada. herf i ompmmme tanggal ................ 115 | £-'s SRp—— Tahun dua
i 2.1 ST bertempat di.........cevvvvnenennnn. , KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) .....c...cccceevviiivennnn. telah melakukan

verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon

~ Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota®) ........cceceeeviiiiieiiiniiiinieennens atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *)

..................................................................................................................

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/
Walikota dan Wakil Walikota*}, meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon perseorangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No Uraian, Jumlah

1‘ Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat (MS)
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK
Perseorangan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan dukungan
tersebut harus dihitung 1 (satu) dukungan.
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1
(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan
mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan

memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda
yang hanya dihitung 1 (satu) dukungan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan

masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu} rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2. 1 (satu} rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

4. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota*);

1 (satu) rangkap

BPY) Provifisi wosumiemisnnnsmssssasismscs ./KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten /Kota*) .....c.ccceecirencmemmmreeieninencennn. "

NOo NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota

5 Anggota

2. Anggota

9: Anggota

6. | Khusus KIP Aceh Anggota

7. Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :
*) Plih salah satu.
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MODEL BA.5-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hati 33 .aiiacas tanggal ................ - T A tahun dua
B oo gdpsanbonsd bertempat di .................. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil
penelitian dugaan kegandaan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota
dan Wakil Walikota*) .........cccooeeiniiiiiiiiiiini. atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota *)

....................................................................................................................

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan
memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan
alamat pendukung, serta dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon
Perseorangan,

b. Berkoordinasi dengan bakal pasangan calon dan/atau tim penghubung
bakal pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan *) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, apabila pendukung tidak
dapat ditemui di alamat yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti
kebenaran dukungan;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak
hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut
pada huruf b, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas
akhir verifikasi faktual;

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
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Hasil penelitian faktual dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota*) sebagai berikut : '

TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL

A. Hasil

No

KRITERILA

JUMLAEH

MSs

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1
{satn) bakal pasatigan calon dan menyatakan dukungannya,

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA 5-KWK Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta hersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda
tangan atau cap jempol.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

| dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calen

sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada
salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

.
.

Pendulung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

dulamgan lebih dari 1 {satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan

calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satw)
dukungan yang ditemukan pada saat peneclitian faktual, dan

| menyatakan mendukung.

B g oo eyl
n

Pendulung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satn) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan
calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 {satuw)
dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan
menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.

Pendulkung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta |
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir

Medel BA.5-KWK Perseorangan,

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 |

KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendulung serta
bersediaftidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseoramgan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS,
Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, {

Panwasli Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilthan dan Pengawas Pemilihan,
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serta Kepala Desa,

10

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercanfum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisti Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

11

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan |

dukungan lebih dari 1 {satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan

calon perseorangan vang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) }
duklungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan |
menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran |

Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan,

12

Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13

Pendutkung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 §
(satu) pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi |
| Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.

14

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15

Jumlah Pendulmng Hasil Penelitian Faktual.

B. Data kehadiran Pendukung:

1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, dilakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon
dan/atau Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon untuk dilakukan penelitian
faktual lanjutan pertama dengan menghadirkan yang bersangkutan pada
waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II

PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA

A. Hasil

~o

HKRITERIA

Ms

TMS

Pendukung Bakalﬂ Pasanpan Calon Perseorangan yang mendukung 1

{satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

2 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA.5-KWK Perseorangan.

3 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda
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tangan atau cap jempol.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel [ angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada,
salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 {satu) kali kepada I {satu} bakal pasangan
calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satun)
dulkungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan
menyatakan mendukung.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan
calon perseorangan yang dukungennya hanya dihitung 1 (satu)
dulkungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan
menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.

| Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak

menyatalkan  dukungannya dan  bersedia mengisi serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA.5-KWK Perseorangan,

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, |
Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pepawai [
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,
serta Kepala Desa.

10

Pendukung Bakal Pasangan Calon Persecrangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Lampitan Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan.

11

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dati 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan ||
calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu)
dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan |
menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran
Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan, :

12

Pendulcung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13

Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1
(satu] pasangan calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.

14

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
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tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.

B. Data kehadiran Pendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ...... orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL III
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA
A, Hasil

JUMLAH
No ERITERIA

MS

1 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perscoréngan yang mendukung 1
(satu) bakal pasangan calon dan menyatakan dukungannya.

2 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Persecorangan yang tidak
menyatakan dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta
| membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Madel BA 5-KWK Perseorangan.

3 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perscorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/eap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan dukungannya serta bersedia
membububkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom tanda
tangan atau cap jempol.

4 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK
Perseorangan Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada
salah satu bakal pasangan calon perseorangan.

5 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan
calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu)
dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan
menyatakan mendukung.

6 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan Iebih dari 1 (satu) kali kepada 1 {satu) bakal pasangan
calon perseorangan yang dukunganuya hanya dihitung 1 (satu)
dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan
menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.53-KWK Perseorangan.

7 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
menyatakan  dolungannya dan  bersedia mengisi  serta
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir
Model BA.5-KWK Perseorangan.

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




8 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang tidak
membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1
KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membububkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK §
Perseorangan.

9 | Pendulung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, s
Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,
serta Kepala Desa,

10 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan §
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon
scbagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK §
Perseorangan Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung
serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5-KWK |
Perseorangan.

11 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perscorangan yang memberiktan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) bakal pasangan
calon perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu)
dulkungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan
menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Lampiran
| Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan.

12 | Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13 | Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1
(satu) pasangan calon persecrangan tetapi tidak bersedia mengisi
Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan.

14 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatalkan
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Pendukung bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari
daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas
walctu terakhir masa verfifikiasi faktual.

16 | Pendukung Hasil Peneclitian Faktual Lanjutan Kedua.

B. Data kehadiran Pendukung:
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Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I,
Tabel II dan Tabel III, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel IV
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian Ms TMS
Jumlah keseluruhan hasil Tabel I MS + Tabel I MS + Tabel I TMS + Tabel II TMS +
penelitian faktual Tabel III MS Tabel Il TMS

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk bakal pasangan calon perseorangan;

2. 1 {satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
bakal pasangan calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

=

9. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

L . T ———
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
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( LAMPIRAN MODEL BA.S-
KWK PERSEORANGAN

8

=

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILTHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama ' e T S S S S R
b. Nomor KTP/NIK B e e T S R N R
¢. Alamat T —————————
d. TTL/Umur T oo A ST S A SR 7 SO tahun
e. Jenis Kelamin R om0t 5 T A N S R

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apapun terhadap pencalonan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ........cccoiieiiieniiniinninnn,
atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

.....................................................................................................................

dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

............. W T 0 -

Yang membuat pernyataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




PERSEORANGAN

[ MODEL BA.6-KWK ]

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAIL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini .............. tanggal ......coeeennet 058 5T s N——————— Tahun dua ribu
s PP soseenn svnsven oo telah
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Persearangan pemilihan Gubermnur dan Wakil Gubemur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ......ccccccoiiiiiiiiiiiciiininnnacnnnn. berdasarkan
hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dockumen dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

...................... bertempat Gl coeswsmmmmin oo

1. Bakal calon Gubernur/Bupati/Walikota®*) :

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK ..............ccceeenneneeee. telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada * keberatan dari
pasangan bakal calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):

[:] PPK menerima dan melakukan pembetulan.

(] Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia * mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Fermulir
Model BA.6 KWK —Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang
telah dilaksanakan oleh PPS, sebagai berikut :
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TABEL 1

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO

URAIAN

DESA ......

DESA Dst,

JUMLAH

Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan
hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana
tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel IV
kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan untulk setiap desa.

Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK.

Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK.

Jumlah pendukung Bakal Pasangan calon
Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan
tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi
syarat,

({(No.1+No.3) - No.2)
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TABEL II
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

RO HECAMATAN KELURAHAN/DESA JUMLAH DUKUNGAN

{Sebagaimana tercantum
pada nomor 4 Tahel 1
untuk setiap Desa)

T - T orang
L« orang
G 8bcinssmmmma,. 000 | ssessssesesomassessssssnses orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan bakal calon perseorangan;
2 1 (satu) rangkap untulk KPU/KIP Kabupaten /Kota;

3. 1 {satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4 1 {satu) rangkap untuk arsip PFK.

2 2 - S — -

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

gt | @ P =
&
=
a

Keterangan :
* Pilih salah satu,

*4  Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




7
Lampiran MODEL

BA.6-KWK
PERSEORANGAN

N

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota*)
.............................................. di Kecamatan ...........cccceeeveencevneernennn..... Kabupaten/Kota *)
.............................................. Provinsi ......cccccovvveiiveriiiiannnee.en. telah terjadi/tidak terjadi )
kejadian Kkhusus dan/atan pernyataan Lkebetatan oleh Bakal Pasangan Calon

Perseorangan /Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan *) :

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

............... R Ty | e

BAKAL PASANGAN CALON/TIM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

BAKAL PASANGAN CALON %) KETUA

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat
keberatan dari Bakal Pasangan Calon Persearangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersatna oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.
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MODEL BA.7-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu
...................... bertempat di ..............c..cuueee.o..., KPU/KIP Kabupaten/Kota
........................ telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal
pasangan calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) .......ccccooeiiiiiiiiiiiniinnninn....
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen
dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota?*) :

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota,
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ........ccccovenvivvnmnnnnne. telah melakukan Xkegiatan
sebagail berikut :

1. Rekapitulast dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan
mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Bakal pasangan calon Perseorangan
sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan dari bakal
pasangan calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **:
D KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal pasangan calon atau
Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.7-KWK -Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil
rekapitulasi dukungan oleh PPK, sebagai berikut :
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TABEL I

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT EABUPATEN/KOTA

rrererereaentreereeeneaeaes cerereeerenens SO V—

NO

URAIAN

KEC.

KEC. ..... .

KEC. Dst.

JUMLAH

Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di
tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum
dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.6-
KWK Perseorangan dikurangi dengan dukungan
vang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat
berdasarkan hasil koordinasi dengan
Disdukeapil (TMS Dukcapil), dari setiap
kecamatan.

Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS

Dukcapil

Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota.

3 | Jumlah pendukung Bakal pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU /KIP Kabupaten /Kota.

4 | Jumlah pendukung Bakal pasangan calon

Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan
tingkat Kabupaten/Kota.
{(No.1+No.3) - No.2}
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TABEL II
REEKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NoO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN JUMLAH DUKUNGAN
(Sebageimana texrcantum pada
nomor 4 Tabel I untuk setiap

Kecamatan)
D B prismssnsnmimnenary | Bendenevvesciveesstisai orang
T orang
G Q8fnmemwemppmes | mosaswmessesns orang

Berdasarkan Tabel I dan Tabel II rekapitulasi dinyatakan:

1. Memenuhi / tidak memenuhi*) jumlah minimum dukungan,
2. Jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimum dukungan

sebanyalk .cooeeieasesss pendukung, yang wajib diperbaiki pada masa
perbaikan sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan
sebanyak ............ pendukung.

3. Memenuhi/tidak memenuhi*) jumlah sebaran dukungan.
4. Jumlah kekurangan sebaran dukungan yang harus diperbaiki pada masa
perbaikan sebanyak ................... Kecamatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Bakal pasangan calon Perseorangan sebagai
dokumen untuk melakukan pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubemur
dan Wakil Gubernur.,

KPU/KIP Kabupaten /Kota?) ..c.ccecirinriricnceiiioseisssisesesnessensaseass

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Angpota

Anggota

L) o) BB

Anggota

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

*)  Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
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Lampiran MODEL
BA.7-KWK
PERSEORANGAN

A

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALANM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA *)

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikoeta Dan Wakil Walikota*)
.............................................. Kabupaten/Kota *) ....cccoovniiiiiiiieniiiineciiiniininecnee.,. Provinsi
.............................................. telah terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau
pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon

Perseorangan *) :

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

BAKAL PASANGAN CALON/TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM
X
BAKAL PASANGAN CALON #| EABURALEN/KOTA 4]

Keterangan :
*)  Coret yang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila
terdapat keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
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MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON
CUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¥)

Bahwa pada hari .............. tanggal ......... bulan........... tahun .........ocoeeeeeee.
telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota*) atas
nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota?*) :

.........................................................................................................................

2. Nama Bakal Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.........................................................................................................................

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
CAP
U ———— ) T ——— )
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Keterangan:
%) pilih salah satu
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Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

Nama
Alamat
Nomor Telp.

BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/
BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*)

....................

LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN

..............

Identitas Bakal Calon Wakil Gubemur/Wakil Bupati/Wakil Walikota*) :

Nama
Alamat
Nomor Telp.

.

....................

.....................

--------------

Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran

Hari
Tanggal
Pukul

....................

LAMPIRAN
MODEL TT.1-KWK

{Nomor 4 diisi apabila Bakal Pasangan Calon Diusulkan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)

4.  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul:
[P NOMOR TELEPON NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN FIMPINAN PARTAT NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN
NO PARTAI SEWAN BIMPINAR KANTOR DEWAN POLITIK TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT
POLITIK AT AT POLITIE PIMPINAN PARTAI FIMPINAN FARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI PUSAT TENTANG PERSETUJUAN BAKAL
POLITIK TENTANG KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK PASANGAN CALON
1
2
3
4
5
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A. SYARAT PENCALONAN

HASIL PENELITIAN KELENGHEAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN KET
NO | JENIS DOEKUMEN ADA : TIDAK MEMENUHE TIDAK
. ) ADA SYARAT MEMENUHI
- _CALON DARI PARTAI POLITIK _ -
1 Model B KWK-Parpol
2 Model B.1 KWK-Parpol
3 Model B.2 KWK-Parpal
4 Model B.3 KWK-Parpol
5 Model B.4 KWK-Farpol (Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa
e verifikasi)
6 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya
7 Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam
pendaftaran pasangan calon
Catatan diisi bagi Pasangan Calon yang
pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan
Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat
kabupaten/kota
CALON DARI PERSEORANGAN ,
1 BA.7-KWK Perseorangan /BA.8-KWK Perseorangan
2 Model B KWK = Pergeorangan ]
3 Model B.3 KWK-Perseorangan i {Keabsahan
dokumen diteliti
| pada masa
verifikasi)
B. SYARAT CALON
1. CALON GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA*) :
" NO JENIS DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN : KETERANGAN .
'KELENGKAPAN DOKUMEN -
: . _ B} ADA | _TIDAK ADA
L. Model BB.1 KWK
2. Model BB.2 KWK
3. Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU
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Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yvang pemnah dipidana penjara
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik?*)

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan Jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar loka!l
atau nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersanglutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga
permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

¢€._putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
yang menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum fetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya vang merugikan keuangan negara

10.

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah /tidak pernah
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

11,

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi

12,

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
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mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

13. Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar sebagai wajib pajak: _
a._Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon
b. Tanda terima penyampajan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun teralkhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak

¢. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

14. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikata

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

16. Fotokapi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi vang
berwenang

17. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

18. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

19. Foto Terbaru '

' a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Fote Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R] sebanyak 2 lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf &, huruf b, dan huruf ¢

Keterangan :

*)_ Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA?*} :

)

- JENIS DOKUMEN

HASIL PEMERIKSAAN

. . KELENGKAPAN DOKUMEN

ADA . TIDAK ADA .

KETERANGAN

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

-l g

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota,

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik

Kealpaan
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berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pemah dipidana penjara
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:

Ringan/Alasan
Politik*)

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c, surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga
permasyaralkatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

€. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
yang menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

10.

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

11.

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi

12,

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

13.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar sebagai wajib pajak:

a. Fotokopi kartu Nomor Pokak Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




6

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (ima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajalk

¢, Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

14. Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

16. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang

17. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

18. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kezamatan

19, Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar

d._Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf ¢

Keterangan :
* _Pilih salah satu.

Yang Menyerahkan
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon *)

Yang Menerima

Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota fKetua Polja

Pencalonan %)

{sermtasscammian T T T T YT T T TR T TE T T O N TTITTTTTLTTTTIRFTTTOTY
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MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¥)

Bahwa pada hari .............. tanggal ......... bulan........... tahun
............................ , telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon
Gubernur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil
Walikota*) atas nama :

1. Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota?*) :

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan diperiksa
dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana terlampir.

Yang Menyerahkan, Yang Menerima,
CAP
(o ererereee e e e eeeerer e e see e eesens ) e e e e e eeeeee e e e ne e ereeneens )
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
Keterangan:

*)pilih salah satu
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BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOT

@ . . et A —— s S S ——

LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/

Identitas Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota®) :

Nama, -
Alamat S RO———— T
Nomor Telp. T

Identitas Bakal Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota*} :

Nama e
Alamat B e s S
Nomor Telp. S S VSR T e

Waktu Penerimaan Dokumen Perbaikan

Hari } R s s s e
Tanggal SRR ——— AV
Pukul R RIS Vs smae

A. SYARAT PENCALONAN

LAMPIRAN
MODEL TT.2-KWK

J

A*)

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN _ KET

NO JENIS DOKUMEN, ADA TIDAK "~ MEMENUHI TIDAK

ADA SYARAT MEMENUHI
s SYARAT
CALON DARI PARTAI POLITIK .

1 Model B.4 KWK-Parpol e (Keabsahan
dokumen diteliti
pada masa
verifikasi)

2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik Digunakan

sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan sebagai dasar
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kepengurusan setelah pendaftaran

untuk
melakukan
koordinasi dalam
proses
pencalonan

CALON DARI PERSEORANGAN

1

Model B.1 KWK-Perseorangan Perbaikan '

Mode] B.2 KWK~ Perscorangan Perbaikan

Penelitian
dilakukan pada
masa verifikasi
administrasi dan
faktual

Penelitian
dilakukan pada
masa verifikasi
administrasi dan
faktual

Moadel B.3 KWK-Perééorangan

B. SYARAT CALON
1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA* :

' (Keabsahan

dokumen diteliti

| pada masa
3| verifikasi)

NO

JENIS DOKUMEN

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN DOKUMEN

ADA

TIDAK ADA

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

e

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calen adalah Anggota KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik

KETERANGAN

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara.:

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)
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a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara
tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan
mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anal:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga
permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

e, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
__yanhg menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

10.

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

11.

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi

12,

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

13.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar sebagai wajib pajak:

a. TFotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NFPWP) atas nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak

c. _Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

14.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
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Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

16. Fotokapi Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang

17. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah vang ditandatangani Pasangan Calon

18. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

19, Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarma ukuran 4x6 cm sebanvak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R] sebanyak 2 lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan hurufc

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA?) :

NO

JENIS DOKUMEN

HASIL PEMERIKSAAN
KELENGEAPAN DOKUMEN

ADA

TIDAK ADA

KETERANGAN

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

Galhopes

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU /KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten /Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara
karena Kkealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*|

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima)
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tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan | =

mantan terpidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal
atau nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga
permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti
menjelang bebas dari kkepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang teiah berkekuatan hukum tetap

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon
vang menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

10.

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

11.

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi

12,

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi vang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

13.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan
terdaftar sebagai wajib pajak:

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NFWP] atas nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon
menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

14.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat
Walikota

15.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

16.

Fotokopi Jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang
berwenang

17.

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
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Panjang (RPJP) Daerah vang ditandatangani Pasangan Calon

18. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
19. Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

¢. Foto calon ukuran 10.2 ecm x 15.2 cm (4R] sebanyak 2 lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf ¢

Keterangan :

* Pilik salah satu.

Yang Menyerahkan Yang Menerima
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon ¥) Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja
Pencalonan ¥|

PP verererereseessneanasns N waees)

[1srrrorsesseneneassaaaansarasssansasenanssnsass vevereresesronsressarsassansenns)
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MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan .............. Tahun dua
ribu e bertempat di.......c.oovvviinninnns , KPU Provinsi/KIP Aceh?)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota®) ........ccccccoiiciiciccnieennns telah melaksanakan

penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan

dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota?*)

................................... atas nams :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut

dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap

ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Bernita Acara disusun masing-masing:

1. 1 ({satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPYU Provinsl ..wsasmmsosiesmsmnmo [KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten /Kota?) ............ SRR R R R AR CPREEES
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Ketua
2. Anggota
3. Angpgota
4, Anggota
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9. Anggota
6. Khusus KIP Aceh Anggota
7. Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :
*) pilih salah satu
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LAMPIRAN
MODEL BA.HP-KWK

\

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN
PERSYARATAN CALONDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WARIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walkota *) .........eecveveeersineeneenenn. atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.............................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

| . _HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN KET
NO JERIS DOKUMEN ADA TIDAK MEMENUHI TIDAK
' ADA : SYARAT MEMENUHI
‘ SYARAT

.CALON DARI PARTAI POLITIK

1 Model B.4 KWK-Parpol
2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan
kepengurusan setelah pendaftaran
CALON DARI PERSEORANGAN

1 | Model B.3 KWEK-Perseorangan I ]
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B. SYARAT CALON
1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) :

NO

JENIS DOKUMEN

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

TIDAK
MEMENUHI
SYARAT

ADA TIDAK ADA MEMENUHI
SYARAT

KET

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

ot L Lo

Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta
bebas penyalahgunaan narkotika

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten /Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa
levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ringan (culpa levis) atau alasan politik

Kealpaan
Ringan/Alasan
Politik*)

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara;:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

¢. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
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telah selesal menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana
penjara dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cufi menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

10.

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilthnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara

11,

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

12,

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

13.

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

14.

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:
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a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa & (ima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

15.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat

16.

Bupati atau penjabat Walikota
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

17.

Fotokopi [jazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang

18.

" Naskah visi, misi dan program Pasangan Calen mengacu

telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

19,

Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

20.

Foto Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4
lembar

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2
lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan
huruf ¢

Keterangan :
Pilih salah satu.

|

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA?) :

RO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN KET
DOKUMEN
ADA TIDAK ADA | MEMENUHI TIDAK
SYARAT MEMENUHI
' SYARAT
1. Model BB.1 KWK
2, Model BB.2 KWK
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Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta
bebas penyalahgunaan narkotika

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Pravinsi,
Panwas Kabupaten/Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa Kealpaan
levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan Rm_g?.r:/ Alasan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Politik*)

pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ringan (culpa levis) atau alasan politik

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana vang tidak
menjalani pidana dalam penjara:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atayu
nasional

|

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima} tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:

2. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional '

b, surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya.
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c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana
penjara dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

10.

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa!

4. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggiingan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara

11.

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

12.

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

13.

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

14,

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

¢. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

15.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walilota
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16. Fotakopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

17. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang
telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

18. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

19. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

20. Foto Terbaru
a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b, Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar
¢. Foto calon ukuran 10.2 em x 15.2 ecm (4R} sebanyak 2
lembar
d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan
huruf ¢
Keterangan :

*) Pilih salah satu.

Yang Menyerahkan Yang Menerima _
Tim Bakal Pasangan Calon/Bakal Pasangan Calon ¥) Retua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten /Kota fKetua Pokja
Pencalonan *)

[R5 A3 sanennsasmasmmsmosussonsersasasssces DR

(sevenernrsnsnensasensasasasesasarssssensasesssenennsassesenessunssrassnanesesensssans)
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( MODEL BA.HP
PERBAIKAN -KWK

J

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

e e e e e——ef e———eee

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan. wessm.. Tahun dua

o O —— bertempat di..........ococeunnnnn. » KPU Provinsi/KIP Aceh?*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ........ccccoumvevevevvvennnii.. telah melaksanakan

penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
......................................... atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *)

..................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan
persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 {satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

124 U DT OO ——————— /KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ...cciveicvrerecsrnrsrnsesassesanasnsnines
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1. Ketua
2, Anggota
3. Anggota
4, Anggota
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o. Anggota
6. Khusus KIP Aceh Anggota
7. Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :
*) pilih salah satu
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\
LAMPIRAN
MODEL EA.HP
PERBAIKAN-KWK

"/

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA *)

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota o T T atas :

Nama Bakal Calon Gubernur/Bupati/ Walikota*) :

.............................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sebagai berikut :

A. SYARAT PENCALONAN

HASIL PENELITIAN RELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN KET
NoO : E ADA TIDAK MEMENUHI TIDAK
Sl POREREN ADA SYARAT MEMENUHI
SYARAT

CALON DARI PARTAI POLITIK

1 Model B.4 KWK-Parpol
2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik
sesuai tingkatannya dalam hal terjadi perubahan
kepengurusan setelah pendaftaran
CALON DARI PERSEORANGAN

1 | Model B.3 KWK-Perscorangan | l
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B. SYARAT CALON
1. CALON GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA®) :

"No

JENIS DOKUMEN

T

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN

TIDAK ADA

" MEMENUHI

SYARAT

T TIDAK .

* MEMENUHI | °

SYARAT _ .

Model BB.1 KWK

Model BB.2 KWK

ol i L

Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta
bebas penyalahgunaan narkotika

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawashu Provinsi,
Panwas Kabupaten/Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa
levis] atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi balkal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ringan (culpa levis) atau alasan politik

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara:

a, Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

Kealpaan
Ringan /Alasan
Politik*)

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

c. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum.tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
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telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 {lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak;

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya.

c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana
penjara dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas

€. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

10.

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan

11.

negara
Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

12,

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

13.

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

14,

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:




a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

15.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walikota

16.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

17.

Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang
telah dilegalisasi oleh instansi vang berwenang

18.

Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJF}
Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon

19.

Daftar nama Tim Kampanye tingleat provinsi,
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

20.

Fota Terbaru

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4
lembar

¢. Fato calon ukuran 10.2 em x 15.2 cm (4R) sebanyak 2
lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan
huruf ¢

3

Keterangan :
Pilih salah satu.

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI /WALIKOTA?) :

NO JENIS DOKUMEN HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN KET
. DOKUMEN
ADA TIDAK ADA MEMENUHI TIDAXK
SYARAT MEMENUHI
SYARAT
1 Maodel BB.1 KWK
2. Model BB.2 KWK
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Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta
bebas penyalahgunaan narkotika

Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila
Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
KPU/KIP Kabupaten /Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,
Panwas Kabupaten /Kota.

Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat tinggal calon

Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa Kealpaan

levis) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan §“11%181-3)/ Alasan
oli

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal
calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan
ringan (culpa levis) atau alasan politik

Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak
menjalani pidana dalam penjara:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap

¢. surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana
tidak menjalani pidana dalam penjara

Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap, dalam hal bakal Calon adalah Mantan
Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran
dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau
kejahatan seksual terhadap anak

Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang
telah selesai menjalani pidana penjara tetapi belum
melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal
pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar
narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak:

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau
nasional

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal
Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku
kejahatan yang berulang dari Kepolisian sesuai
tingkatannya.
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c. surat keterangan felah sclesai menjalani pidana
penjara dari kepala lembaga permasyarakatan

d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan
bergyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas
dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal
Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat
atau cuti menjelang bebas

e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap

10.

Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang
menyatakan bahwa:

a. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap

b. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan
negara

11.

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan
Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan
tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya

12,

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan
penyelenggara negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi

13.

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau
pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon

14,

Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak
tempat calon yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib
pajak:

a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama calon

b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun
terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak

c¢. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

15.

Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota bagi
calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat
Bupati atau penjabat Walikota
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16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik

17. Fotokopi ljazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang
telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

18, Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah vang ditandatangani Pasangan Calon

19. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi,
kabupaten/kota, dan/atau kecamatan

20. Foto Terbaru .
a. Pas Foto Berwarna ulcuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar
b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2
lembar

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b, dan
hurufc

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

....................... R s 2

Yang Menyerahkan Yang Menerima
Tim Bakal Pasangan Calon/Balral Pasangan Calon *) Ketua/Anggota KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/Ketua Pokja
Pencalonan *)

feernrersernsnarans ettt asaraneans S vererersrmssrnenereressaseaes)
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MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA *)
Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

NIK

Jenis Kelamin
Alamat
RT/RW
Tempat Lahir
Tanggal Lahir

Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

e B el ol

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung

Pasangan Calon Perseorangan dalam  Pemilihan Gubemur dan  Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
........................................... Tahun .........., atas nama:

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan
dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari
pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai -
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau
Undang-Undang Hukum Pidana.

..................... yereterernesnnnennennes 20 ot

Yang Membuat Pernyataan,

Keterangan :
*) Pilih salah satu.
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MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
KOLEKTIF

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA *}
Kelurahan/Desa*) Kabupaten/Kota*)
Kecamatan Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

B “ i Belum/ i °
; o 5 | K ) Sudah/ |'° TTD/ :
No Narha ©NIK .“KJT"'S,  Alamat gg‘g Tﬁn';gat .,;;Tinagal | Penah f, cap Ket.
1 Y eEmin v_‘r i anir Hi anir h. Kawin 'JemPOI
: K P BT . (BIsIP) |
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11
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- 7 ; T ' Belum/ |©
‘ {4 2 . . ‘ “ Sudah/ [§ TTD!
No |' Nama [Nk |" %S L aamat gkl Tengsal 1" pemah | Cap
; : elamin : i Lahir by LV Kawin  [# Jempol
§ | 3 " (BISIP) i
dan
seterusnya....
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil BupatiWalikota dan Wakil Walikota*)
........................................... pada  Pemilihan Gubemur dan  Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil BupatiValikota dan Wakil Walikota Tahun

.......... , atas nama:

1. Calon Gubernur/BupatiWalikota*)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami
mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau

Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :
*) Pitih salah satu.
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MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL

PASANGAN CALCN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¥)

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota*) ..coooviiviiviiiiiiiniinviivineenee gX- 10705, PG , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*} sebanyak .........ccc.......... orang;
2. Jumlah Kabupaten /Kota /Kecamatan®*) sebanyak.......ccceeveeereennennnenn.

3. Jumilah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi/Kabupaten /Kota*) sebanyak ............ orang dan ..comemmss
Kabupaten/Kota/Kecamatan *);

4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal
Pasangan Calon Persecrangan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota*) sesuai
dengan BA.8-KWK Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan®)

5. Jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus
dipenuhi pada saat perbajkan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
sebanyak .......c.......... orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah
kekurangan dukungan. ‘

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ................

Kabupaten/Kota/Kecamatan * atau setara dengan (......... %)
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Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

............ SRR R T I R R Sy

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/ Bakal Calon Wakil Gubernur/
Bupati/ Walikota*) Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
Materai
............................... ) Y T WL WO SRS, |
Keterangan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
*Pilih salah satu KABUPATEN SUMBAWA
M. WILDAN
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MODEL BA.1-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

\ -

A

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN
DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA?)
Pada hari ini ........... ... tanggal ................ bulan ............... Tahun dua
L5117 ) (R bertempat di ................ » KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*} ....cocoooeevrvveereiieiereeenaeaeennnn. telah melakukan

verifikasi terhadap jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi jumlah dan sebaran dukungan perbaikan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *) melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam dokumen asli hardcopy formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan;

b. melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan.

c. melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan perbaikan dan persebaran
yang terdapat dalam softcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan
Perbaikan;

Berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota*} jumlah kekurangan dukungan sebagaimana terdapat dalam
BA.7-KWK Perseorangan/BA.8-KWK Perseorangan*) sebanyak ...............
pendukung dan tersebar di ................. kecamatan /kabupaten/kota¥*).

Hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan perbaikan dan
sebaran dukungan Pasangan Calon tersebut, sebagai berikut :
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1. Jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir Model B.1-
KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan tersebar di
.................... % Kabupaten/ Kota/ Kecamatan®*) di Provinsi/ Kabupaten/
Kota®) .o atau sebanyak .............ccoeevnnenne.
Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*}, serta dinyatakan Memenuhi
Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah kekurangan dan sebaran
dukungan.

2. Jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari
Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran Formulir
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ......... pendukung,*),
serta dinyatakan Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat*) jumlah
kekurangan dan sebaran dukungan.

3. Jumlah dukungan perbaikan yang terdapat dalam softcopy formulir

Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak ....... orang dan
terlebak Wl oo % Kabupaten/ Kota/ Kecamatan*} di Provinsi/
Kdbupsaten] Kota™] cowonvemusomsimsm s atau sebanyak

.......................... Kabupaten/ Kota/ Kecamatan?).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 {satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP
Kabupaten/Kota *).

KPU Provinsi lllll (LEA AL R AN AR ARSI AL R AR LR LY} .IKm Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) S4ay iy rdidodbbbbbndorrvennaner LEXEE LY R snonw

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

Anggota

Anggota

Angsota

Anggota

Khusus KIP Aceh Anggota

| B R o RS K

Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :

¥ Pilih salah satu;
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MODEL BA.2-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

\ J

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN
WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*#)

Pada hari ini .............. tanggal ................ 515 0F: 4 o R——— Tahun dua
151 S bertempat di ..o » KPU Provinsi/KIP Aceh*) atau
KPU/KIF Kebupaten/Kola?] cosmssasesssmsiiimmmnnn telah melakukan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data pendukung perbaikan dengan
bukti pernyatan dukungan perbaikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
......................................... , atas nama :

1. Calon Gubemur/Bupati/Walikota*) :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan
perbaikan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan
kegiatan sebagai berikut :

1. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis
kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir
Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas
kependudukan dan catatan sipil;
verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

3. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan perbaikan;

4. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi
FES;

5. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat
usia pendukung dan/atau status perkawinan.
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Hasil verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan Perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan dengan bukti pernyatan dukungan perbaikan
tersebut di atas sebagai berikut :

TABEL

HASIL VERIFIKASI ISI FORMULIR MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
PERBAIKAN

J umlah
Awal MS TMS

No | Uraian

1 Pendukung Perbaikan yang diajukén oleh Pasangan Calon
Perseorangan

2 Pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK
pendukung yang bersangkutan yang tertera dalam surat
pernyataan  dukungan  (Formulir Model B.1-KWK
Perseorangan Perbaikan) tidak sesuai secara nyata dengan
fotokopi identitas kependudukan.

3 Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada
identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan daerah pemilihan.

4 Pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi
| identitas  kependudukan sebagai lampiran surat

pernyataan  dukungan (Formulir Model B.1-KWK
| Perseorangan Perbaikan).

5 | Pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada

identitas kependudukan pendukung yang bersangkutan
tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS.

6 Pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi
| syarat karena tidak memenuhi syarat usia.

7 Pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat
Berdasarkan Hasil Verifikasi (Nomor 1-
(No.2+No0.3+No.4+No.5+No.6))

Terhadap pendukung yang dinyatakan Memenuhi Syarat, dilakukan
verifikasi:
1. kesesuaian data pendukung dengan DPT dan/atau DP4; dan
2. kegandaan dukungan pasangan calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten /Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;
2. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




3. 1(satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

Kabupaten/Kota *}.
KPU ProvVinsi cceeeeiieiiiecstsreressssanrcssresssanans /KIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten /Kota¥*) ......... T — PR ——

‘ NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2, Anggota

3. Anggota

4, Anggota,

5 Anggota

6. Rhusus KIP Aceh Anggota

7. Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :
*} Pilih salah satu.
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( MOCDEL BA.S-KWX

PERSEORANGAN PERBAIKAN

|

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA
PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAR WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA%*)

Pada hari ini .............. tanggal ....ccoeueenee. bulan ............... Tahun dua
5 - bertempat i ouvssmsnisins , KPU Provinsi/KIP Aceh*} atau
KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ........ccocoovmmiiiiciiereininiiennnens telah melakukan

verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan perbaikan
Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan/atau
Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubemur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil
Walikots™ oo , atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Dalam verifikasi administrasi terhadap kesesuaian data dukungan
perbaikan Pasangan calon Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan kegiatan
verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan
dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau
daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

Hasil verifikasi administrasi kesesuaian data dukungan perbaikan
pasangan calon sebagaimana tersebut di atas, diperoleh jumlah pendukung
sebanyak ............. orang yang tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4
sebagaimana daftar terlampir. Selanjutnya terhadap daftar pendukung
tersebut dilakukan koordinasi/klarifikasi dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil. Sedangkan terhadap pendukung yang tercantum dalam DPT
dan/atau DP4 dilakukan verifikasi faktual.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima} rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).
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Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 {satu) rangkap untuk pasangan calon perseorangan;

2. 1 {satu) rangkap untuk PPX;
3. 1 {satu)} rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil klarifikasi
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

omok

Kabupaten/Kota *).

1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten Kota;
1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP

NO NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Khusus KIP Aceh

Anggota

N & G R W N

Khusus KIP Aceh

Anggota

Keterangan :
*)  Pilih salah satu;
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MODEL BA.3.1-KWK
l PERSEORANGAN PEREAIKAN

W,

BERITA ACARA
HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pada hari ini .............. tanggal ......cooeenenee bulan. .. Tahun dua ribu
...................... bertempat di........................, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten /Kota*).......cceeeeeereenrienneernene. telah  melakukan — penelitian

kesesuaian antara data kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dengan data dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan Gubernur dan Walkil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil WallRoUs"™)  wemssamsmsssmmmms s it atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikoia *) :

..................................................................................................................

Hasil klarifikasi terhadap jumlah pendukung perbaikan yang tidak tercantum
dalam DPT dan/atau DP4 sebagai berikut :

No ' Uraian Jumlah

1 | Jumlah Pendukung Perbaikan yang status
kependudukannya benar.

2 | Jumlah Pendukung Perbaikan yang status
kependudukannya tidak benar.

3 | Jumlah Pendukung Perbaikan yang tHdak dapat
dinyatakan status kependudukannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dan masing-masing
rangkap ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi/Kabupaten /Kota *) ....cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiicrrisarrinen i

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*); dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi/Kabupaten/Kota .....ccciiivininiianiaiienes

Keterangan :

*) Pilih salah satu. idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




MODEL BA.4-KWK
PERSEORANGAN

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA %)

Pada hari ini .............. tangegal oo bulan ............... Tahun dua
71511 QTP bertempat di........c.ccevvuenne... , KPU Provinsi/KIP Aceh*)
atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ........cccccoovvviiiienirinnnnne telah melakukan

verifikasi dugaan kegandaan terhadap dukungan Pasangan Calon
Perseorangan  Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil

Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) ..........ccccovvrmvieniiiiencenannn... atas nama :

1. Calonn Gubernur/Bupati/Walikota *)

..................................................................................................................

.....................................................................................................................

Verifikasi terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon
Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/
Walikota dan Wakil Walikota*), meliputi :

1. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu)
Pasangan Calon perseorangan;

2. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan
Calon persecrangan; atau

Hasil verifikasi dugaan kegandaan terhadap pendukung yang dinyatakan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Model BA.1 KWK
Perseorangan), sebagai berikut :

TABEL I
HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN

No ' Uraian ' Jumlah

1 Pendukung yang dinyatakan memenuhi syérat (MS)
sebagaimana tercantum dalam Formulir Medel BA.2-KWK
Perseorangan.

2 Pendukung yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali
kepada 1 (satu] pasangan calen perseorangan dan dukungan
iersebul harus dihilung 1 (salu) dukungan.
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3 Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1

(satu) pasangan calon, dan sementara tetap dinyatakan

{ mendukung untuk dilakukan verifikasi faktual status
dukungannya oleh PPS.

4 Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan

memenuhi syarat setelah dikurangi jumlah dukungan ganda

| yang hanya dihitung 1 {satu) dukungan.

masing-masing rangkap ditandatangani

Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota *).

Berita Acara ini disampaikan kepada :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat)/5 (lima)*) rangkap, dan
oleh Ketua dan anggota KPU

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon perseorangan;

2, 1
3. 1 {satu) rangkap untuk arsip; dan
4

(satu) rangkap disampaikan kepada PPS melalui PPK;

. untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemnur,
disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota?*);

1 (satu} rangkap

RPU Provinig] vsavammoriississisessineis JKIP Aceh*) atau
KPU/KIP Kabupaten /Kota*) ......cccciemiieimnreiioneineiinseasnanense,
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
| 1. Ketua
Z Anggota
=) Anggota
4, Anggota
5. Anggota
6. Khusus KIP Aceh Anggota
177, | Khusus KIP Aceh Anggota

Keterangan :
*) Plih salah satu.
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MODEL DA B-XWH
PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini .............. tanggal .....coovenniee. bulan ............... tahun dua
£ 5615 R—— bertempat di .......oocccnennes Panitia Pemungutan Suara (PPS)
telah melakukan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan perbaikan
dan hasil penelitian kegandaan dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan
Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) .......ccceimmieiimmciiniciicecinennnn atas
nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota *)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.....................................................................................................................

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melakukan
kegiatan sebagai berikut :

a. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Pasangan
Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah
desa/kelurahan*) pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk
mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan perbaikan;

b. Mencocckkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Pasangan Calon Perseorangan, bagi pendukung yang tidak hadir
pada waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada
huruf a, dan datang langsung ke PPS paling lambat sebelum batas akhir
verfikasi faktual;

c. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan perbaikan sebanyak....
dukungan.

d. Mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya
kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan terhadap dugaan dukungan
ganda pada Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan.
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Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota*)

sebagai berikut :
TABEL I
PENELITIAN FAKTUAL
A. Hasil
NO KRITERIA

MS o TMS

1 | Pendukung Pasangaﬁ Calon Peréeorénga.n yang menduku.ng. 1 (satu)
Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.

2 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan Perbaikan.

3 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan

tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK
- Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya  serta
| bersedia membubulikan tanda tangan atau cap jempol pada kolom
tanda tangan atau cap jempol.

4 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
| dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana
tercantuum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan
Tabel I angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu
Pasangan Calon perseorangan.

5 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 {satu) Pasangan Calon -
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
| yang ditemukan pada saat peneliian faktual, dan menyatakan
mendukung.

6 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Model
BA.5-KWK Persearangan Perbaikan.

7 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan
dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda [J
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK

Perseorangan Perbaikan., '

8 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan _
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK B
Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendulkung serta
bersedia/tidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Medel BA.5-KWK [
Perseorangan Perbaikan.

9 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak /B
memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota |B
| TNI/Polri, KPU, XPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/XIP |8
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, [
Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan,
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serta Kepala Desa,

10 { Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan e
dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana |§i :
tercantum dalam Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan, Perbaikan {7,
Tabel I angka 3, .dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia e
mengisi Lampiran Formulir Model BAS-KWK Persecrangan [}
Perbaikan,

11 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan [
‘ dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon B8
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satn] dukungan i &
| yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak - %
mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5- S
KWK Perseorangan Perbaikan.

12 | Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih -
dari 1 (satu) pasangan calon persesrangan.

13 | Pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1
(satn) pasangan calon persecrangan tetapi tidak bersedia mengisi i
| Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.

14 | Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan |JER
tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Jumlah Pendukung Hasil Penelitian Faktual Pertama

B. Data kehadiran Pendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.

Selanjutnya, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana
tersebut huruf B angka 2, diberikan kesempatan datang ke Kantor PPS untuk
dilakukan penelitian faktual lanjutan kedua. Adapun hasil penelitian faktual
lanjutan pertama tersebut sebagai berikut:

TABEL II
PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA
A. Hasil

No KRITERIA

Ms T™MS

1 Pendukung Pasé.uga.ﬁ Calon Persebranga.n yaiig mendulning 1 [satu)
Pasangan Calon dan menyatakan dukungannya.

2 | Pendukung Pasanpgan Calon Perseorangan yang tidak menyataltan
dukungannya dan tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda
tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan Perbailtan.

3 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhlan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK
Perseorangan Perbaikan dan menyatakan dukungannya — serta

bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada kolom
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tanda tangan atau cap jempol.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan

1 dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana

tercantum dalam Formulir Medel BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan

| Tabel 1 angka 3 dan menyatakan dukungannya kepada salah satu

Pasangan Calon perseorangan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dulkungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan

. mendukung.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan
dukungan lebih dari 1 {satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan
yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak
mendukung serta tidak bersedia mengisi Lampiran Formulir Mode]

‘BA.5-KWK Perseorangan Perbaikan.

Péndu.kung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan |j
dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda

tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model BA.5-KWK

Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan
tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.l
Perseorangan Perbaikan dan menyatakan tidak mendukung serta
bersediaftidak bersedia mengisi dan membubuhkan tanda

tangan/cap jempol pada Lampirtan Formulir Model BA.5-KWK L

Perseorangan Perbaikan.

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan tidak [§

memeniithi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, Anggota 38
TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP @

Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, |

Panwasl: Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai [ '
Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan dan Penpawas Pemilihan,
serta Kepala Desa.

10

Pendulung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan | ' _
dukungan kepada lebih dari 1 (satu} Pasangan Calon sebagaimana [{SE

tercantum dalam Fermulir Model BA.4-KWK Perseorangan Perbaikan

Tabel I angka 3, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia |Ji8
I
| mengisi Lampiran Formulir Moedel

Perbaikan.

11

Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memherikan
dukungan lebih dati 1 {satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon |}
perseorangan yang dukungannya hanya dihitung 1 (satu) dukungan |8
yang ditemulan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak |§

mendukung serta bersedia mengisi Lampiran Formulir Model BA.5- :

KWK Perseorangan Perbaikan.

i2

Pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih i
dari 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

13

Pendukung yang menyatakan tidak benar mendultung lebih dari 1

(satu) pasangan calon persecrangan tetapi tidak bersedia mengisi '

Lampiran Formulir Model BA.5 KWK Perseorangan Perbaikan.

14

Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan
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tidak memenuhi syarat karena penyebab selain angka 7 s.d. 13

15 | Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dar daftar
dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu
terakhir masa verifikasi fakinal.

16 | Pendukung Hasil Penelitian Faktual Lanjutan

B. Data kehadiran Pendukung:
1. Pendukung yang dapat ditemui sebanyak ........ orang.
2. Pendukung yang tidak dapat ditemui sebanyak ...... OTHETIE.

Berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tersebut pada Tabel I,
Tabel 11, disimpulkan hasil sebagai berikut :

Tabel III
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN FAKTUAL

Uraian ' MS TMS.
Jumlah keseluruhan hasil Tabel I MS + Tabel 11 MS Tabel I TMS + Tabel II TMS
penelitian faktual

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima} rangkap, dan masing-
masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap
Pasangan Calon perseorangan;

3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;

4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

2 R —
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 Ketua
2 Anggota
3 Anggota

Keterangan :

*) Pilih salah satu.
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|- LAMPIRAN-MODEL- BA.5-KWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

] .

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIIL. WALIKOTA*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama ' B oo 8¢ TGS e
b. Nomor KTP/NIK B A R A S R S S A S R SR
c. Alamat b e R R R S e R S
d. TTL/Umur L eereeeteeetessesseseesetaressessereraenerenaternasinoe U tahun
e. Jenis Kelamin % gm0 5 o P Bt W 8 R

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah
mendukung dalam bentuk apaput terhadap pencalonan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubermur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Waldil Walikota*)  ....coviiiiiiiiiiiricnnanen. s
atas nama;

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota?*)

.....................................................................................................................

dan bersedia/tidak bersedia*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada

Surat Pernyataan ini.

............. TN . NP

Yang membuat pernyataan

Keterangan:
*) Pilih salah satu.
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MODEL BA.6FKWK
PERSEORANGAN PERBAITKAN

.

J

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL.
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA*) DI TINGKAT KECAMATAN

Pada hari ini .............. tanggal ................ bulan ............... Tahun dua ribu
...................... bertempat di urssmnmmnes FPR, vy 1Ak
melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil
Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*] ......ccccoceiiiiiiiniiiinneeeieennnen berdasarkan
hasil penelitian faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan
perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota?*) :

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan, PPK
kegiatan sebagai berikut :

............................. telah melaltukan

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang telah dilaksanakan oleh
PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada *) keberatan
dari pasangan Calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana terebut pada angka 2 **):

G PPK menerima dan melakukan pembetulan.

() Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon
Perseorangan atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, serta
bersedia/tidak bersedia * mengisi Formulir Keberatan di tingkat
Kecamatan.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.6 KWK —Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian faktual yang
telah dilaksanalkan oleh PPS, sebagai berikut :
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TABEL 1

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN

NO

URAIAN

DESA ....

. | DEBA... | DESA...

DESA .0

DESA ......

DESA Dst.

JUMLAH

| Jumlah pendﬁkung perbaikan Pasangan Calen

Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan
hasil penelitian falktual oleh PPS sebagaimana
tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III
kolom MS pada Formulir Model BA.5-KWK
Perseorangan Perbaikan untuk setiap desa.

Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK,

Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calen
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh PPK.

Jumlah pendukung perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan
perbailtan tingkat kecamatan yang dinyatakan
memenuhi syarat.
((No.1+No.3) ~ No.2)
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TABEL II

REEKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO

KECAMATAN

KELURAHAN/DESA JUMLAH DUKUNGAN

(Sebagaimana tercantum
pada nomor 4 Tabel I
untuk setiap Desa)

iy T orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani olech Ketua dan Anggota PPK.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan Calon perseorangan;

2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;

4 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

PPK iiii‘.'-i'.:'-_'-i'n'q}_g_-i_‘o'u'ai"'-i_‘-'c_'n‘-'-‘-i:i;'—;_’-;:_‘ﬁ_;:;‘-
o NAMA JABATAN TANDA TANGAN

1. Ketua

2. Anggota
3. Anggota

4. Anggota

5. Anggota

XKeterangan :

%)

-Inl')

Pilih salah satu.

Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai.
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LAMPIRAN MODEL BA.6:EWK
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) DI TINGKAT
KECAMATAN

Dalam proses Relkapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam
pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil
Waliltota®] ccccnrmmnenensisssiesssams i di. Kecamatan scveecnesmssesssseenges
Kabupaterm/Kota. *} ..occommessmmsiossimmmsvisaaes Provinsi
terjadi/tidak terjadi *) kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan
Calfon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan ¥ :

BAKAL PASANGAN CALON/TIM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
BARAL PASANGAN CALON *) ‘oo,

Keterangan :
*) Coret yang tidak Perlu,

**] Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua PPK, dan apabila terdapat
keberatan dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal Pasangan Calon
Perseorangan ditandatangani bersama oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dan Ketua PPK.
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MODEL BA.7-XWK
PERSEORANGAN PERBAIEAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA*) DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini .............. tanggal ..o bililanm: v Tahun dua ribu
...................... bertempat di ............eceeennnnnene., KPU/KIP Kabupaten/Kota
........................ telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan
Pasangan Calon Perseorangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) .......ccccooeiiiiiiiiiiiiiiiiennnn.
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK terhadap
dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan atas nama :

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan tingkat
Kabupaten/Kata, KPU/KIP Kabupaten/Kota*) .....ccccoiviviiiniinnennns telah
melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan oleh
PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;

2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan sebagaimana tersebut pada angka 1, ada/tidak ada*) keberatan
dari Pasangan Calon/tim penghubung/Panwaslu Kabupaten/Kota.

3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tersebut pada angka 2 **):
D KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dan melakukan pembetulan.

D Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim
Penghubung tidak dapat menerima, serta bersedia/tidak bersedia *)
mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

4. Mencatat keberatan dan/atau kejadian khusus ke dalam Lampiran Formulir
Model BA.7-KWK —~Perseorangan Perbaikan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan di tingkat di tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil
rekapitulasi dukungan perbaikan oleh PPK, sebagai berikut :
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TABEL 1

HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

rasswesnsevns

NO

URAIAN

...... KEC. ..... | KEC. ...

KEC, ......

KEC. ..... .

KEC. Dst,

JUMLAH

Jumlah pendulung perbaikan Pasangan Calon
Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan
perbaikan di tingkat Kecamatan sebagaimana
tercantum dalam Tabel I angka 4 Formulir
Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan
dikurangi dengan dukungan yvang dinyatakan
Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil
koordinasi ke Disdukcapil dari setiap
kecamatan.

Catatan : khusus untuk Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur tidak perlu dikurangi TMS
Dukecapil

Jumlah pendukung pasangan calon
Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Jumlah pendukung perbaikan pasangan calon
Perseorangan yang ditambah dan memenuhi
syarat karena adanya keberatan dan dilakukan
pembetulan oleh KPU /KIP Kabupaten /Kota.

Jumlah pendukung perbaikan pasanpan
calon Perseorangan hasil rekapitulasi
dukungan tingkat Kabupaten/Kota.
((No.1+No.3} - No.2)
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TABEL II

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO KABUPATEN/KOTA  KECAMATAN . JUMLAH DUKUNGAN
; (Sehagaimana tercantum pada
noemor 4 Tebel I untuk setiap
Kecamatan)
. T T T orang
Bl vmmmenssmanaen )| . ewonerasmsmmns orang
C 8t cnaniimna., | s orang

Dengan demikian, jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan adalah sebagai berikut:

TABEL IIT***)
JUMLAH DUKUNGAN AKHIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT

No Uraian _Jumlah Dukungan Jumlah Sebaran
1 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan Paslon
Perseorangan
2 Pendukung yang Memenuhi
Syarat Berdasarkan Hasil
Rekapitulasi Dukungan
Perbaikan Paslon Perseorangan
K] Pendukung yang Memenuhi
Syarat

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dan masing-masing rangkap
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten /Kota.

Berita Acara ini disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan
pendaftaran;

2. 1 (satu) rangkap untuk Panwaslu Kabupaten/Kota;

1 (satu} rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

4. 1 {satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur.

o

KPU/KIP Kabupaten/Kota*} .....ccccemieacanians T T—

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

Ketua

Anggota

Anggoﬁa

Anggota

gl B B B

Anggota

Keterangan
*) Pilih salah satu.

¥ Beri tanda [V] pada kotak yang tersedia te;'él/ad%}/) uraian yang sesuai.
%) Diisi untuk Pemilihan Bupadém%&%.g&%ﬁg%%an Walikota dan Wakil Walikota




LAMPIRAN MODEL BA.7-KWK ||
PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN
DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA~*) DI TINGKAT
KABUPATEN/KOTA *)

Dalam proses Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perscorangan dalam
pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil
Walikota} ..oovviiiii et e Kabupaten/Kota ¥ ....cocasiassiissiing
Provinsi .......cocociciniviiiienierecenie e telah terjadi/tidak terjadi * kejadian khusus
dan/atau pernyataan keberatan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Tim  Bakal

Pasangan Calon Perseorangan *) :

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

BAKAL PASANGAN CALON/TIM KOMISI PEMILIHAN UMUM /KOMISI
BAKAL PASANGAN CALON *) INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/KOTA *)

---------------------------------------------

Keterangan :
¥ Coret vang tidak Perlu.

**) Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan apabila
terdapat keberatan dari Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon Perseorangan
ditandatangani bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan/Tim Pasangan Calon
Perseorangan dan Ketua KPU/KIP Kabupaten /Kota.
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f MODEL B.1-KWK
| PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA

DAN WAKIL WALIKOTA *)
Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*)
Kecamatan : Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama

NIK

Jenis Kelamin

Alamat

RT/RW

Tempat Lahir

Tanggal Lahir :

Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

NN LN =

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
Pasangan Calon Perseorangan dalam  Pemilihan Gubemur dan  Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)

........................................... Tahun .........., atas nama:

Sebagai bukti dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan
dukungan ini saya lampirkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat
keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari
pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemiiu dan/atau
Undang-Undang Hukum Pidana.

..................... A — )

Yang Membuat Pemyataan,

Keterangan ;
*) Pilih salah satu.
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MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
KOLEKTIF

.

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATIMWALIKOTA DAN WAKIL

WALIKOTA *)
Kelurahan/Desa*) Kabupaten/Kota*)
Kecamatan Provinsi

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

i . Belum/ & "
: ; b : Sudah/ TTD/
No Nama TNIK |- Jems' » Alamat | E-IV—\I' TE'T:S& ; T?_“%gal Pernah [:. Cap Ket.
. . Kelamin e : ahir |, Lahir Kawin |- Jempol
’ , (B/SIP) |
1 2 3 4 5 5] 7 3 9 10 11
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e ”
2
il ¥ . " | 4 ‘ Belum/ i ' i
L. ‘ % janis b y - tSudah/ . TTD/ [0
No Nama NIK | denis L [P RT Tempat |} Tanggal |. 5. =0 “Cap |° Ket
) ;:;Kelamm .1 RW v Lahir i Lahir Y Kawin |4 Jempol
|F b 2 1. sy |
dan
selerusnya....
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dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung
pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan \Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil BupatiWalikota dan Wakil Walikota*)
........................................... pada  Pemilihan Gubernur dan  Wakil
Gubernur/Bupati dan Wakil BupatiiWalikota dan Wakil Walikota Tahun

.......... , atas nama:

1. Calon Gubernur/Bupati/Walikota*)

....................................................................................................................

Surat pernyataan dukungan ini dilampiri Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan
catatan sipil.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana
mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau kami
mengingkari pernyataan dukungan ini, kami bersedia dituntut sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau

Undang-Undang Hukum Pidana.

Keterangan :
*) Pilih salah satu.
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MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL

PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA¥)

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan
Wakil Walikota™} ....ccovviiniiiniiiiiniinienceveeenneee Tahun ............ , atas nama:

1. Bakal Calon Gubernur/Bupati/Walikota*):

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih di Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ...................... orang;
2. Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan?) sebanyak.......cccccovevvenninnnen.

3. Jumlah minimal dukungan dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU
Provinsi/Kabupaten/Kota*) sebanyak ............ orang dan .................
Kabupaten/Kota/Kecamatan *);

4. Jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat
berdasarkan Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Provinsi/Kabupaten /Kota*) sesuai
dengan BA.8-KWK Perseorangan/BA.7-KWK Perseorangan*)

S. Jumiah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang harus
dipenuhi pada saat perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan
sebanyak .................. orang, yang merupakan 2 (dua) kali lipat dari jumlah
kekurangan dukungan.

6. Jumlah seluruh dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

7. Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tersebar di ................

Kabupaten/Kota/Kecamatan *) atau setara dengan {......... %)

idih.kpu.go.id/ntb/sumbawa




Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan

-
L]
w
L.
w

L, 7 ] asseanssensassuistbCRTiniaAn s Aimnavasnsn b eaarve i sinapneriniastesians orang
BT ARSI ESy o - . orang

W R R R A orang

2 Li viarimnaetonees | oo v orang

R e S s win ..orang

i s corThesraanas ...orang

3. A8t ..ovenrosones IR e b v L SN ASERne ey orang

P IT T LSRR | [ ERE S ) orang

o 3 | RS R TR | (RS RS orang

Lo s antegiavs T o K edrasvsanesqvaaseeant orang
 WAAGE R SR = S RN orang
R L BT e orang
R s B rE e 1 orang
B it abpemtar T i i) esbsaveseisisstraelias orang
R TS LR A T e i L R orang

Demikian Rekapitulasi dukungan perbaikan ini disusun untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/ Bakal Calon Wakil Gubernur/
Bupati/ Walikota*) Wakil Bupati/Wakil Walikota*)
Materai
............................... ) BN PR S N,
Keterangan : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
*Pilih salah satu KABUPATEN SUMBAWA
Szlinan sesuai dengan aslin ttd
SEKRETARIAT KOMIS| PEM!LIHAN”UM
it M. WILDAN
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